




JAWABAN BUPATI REMBANG

ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018

Assa la m u'a la i ku m Wa ra h matu I la h i Wa ba ra katu h.

Yang terhormat :

Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap

anggota DPRD;

Rekan-rekan Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang;

saudara Pimpinan organisasi profesi, lsM dan hadirin yang

berbahagia.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Frarci
'DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daelah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2018, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji

syukur kehadirat Allah swr, yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan

kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaaR, saraR, pendapat dan catatan yanE

disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DpRD Kabupaten

Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :



No PERTANYAAN JAWABAN

1

2

3

4

5

Akan kami tindaklanjuti pelaksanaan
pemberian TPP sehingga mampu
meningkatkan kesejahteraan ASN/PNS,
dengan tujuan meningkatkan kinerja dan
pelaksanaan anggaran secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Rembang telah
berkomitmen untuk meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia di
Kabupaten Rembang, salah satunya
dengan memberikan beasiswa prestasi
bagi siswa dari keluarga tidak mampu
mulai dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK
sampai dengan Perguruan Tinggi. Kami
akan melanjutkan program tersebut
dengan mekanisme yang lebih baik agar
dapat bermanfaat dan tepat sasaran

Sesuai Permen PUPR No.4/PRT/2015
tentang sungal, diatur bahwa
Pengelolaan sungai di Kabupaten
Rembang merupakan kewenangan
Pemerintah Pusat, sehingga Program
terkait sungai perlu diusulkan kepada
Pemerintah Pusat melalui Kementrian
PUPR.

Sesuai dengan Perbup No, 16 Tahun
2017 tentang Perangkat Desa yang telah
diubah dengan Perbup No. 37 Tahun
20L7 tentang Perangkat Desa, yang
diatur secara jelas mekanisme
pengangkatan Perangkat Desa.

Terima kasih, kami perhatikan dan
menjadi prioritas dalam penanganan
pasca banca di lokasi dimakud.

Usulan peningkatan TPP agar
dapat meningkatkan kinerja PNS
lebih efektif dan optimal

Beasiswa bagi mahasiswa kurang
mampu dan berprestasi

Pembangunan Jetti dan Dam di
bagian sungai yang di muara laut

Pelaksanaan
Perangkat Desa
Rembang agar
dengan lancar

seleksi calon
se Kabupaten

dapat berjalan

Tindakan antisipasi terhadap
terjadinya bencana banjir dan
tanah longsor di lokasi tambang



NO. PERTANYAAN JAWABAN
II. FMKSI PARTAI DEMOKRAT

1.

2.

3,

4.

Perencanaan APBD 2018 diharapkan
cermat,teliti dan tepat karena adanya
kenaikan PAD dan penurunan dana
perimbangan

Kinerja dan penyerapan anggaran
dituntut optimal dengan adanya
kenaikan TPP

Mohon penjelasan dengan adanya
presentasi belanJa pegawai yang tlnggi
(18%) dan disisi lain ada kenaikan TPP

sehingga akan terjadi dobel anggaran

Pekerjaan flsik Tahun Anggaran 2018
biaya umumnya masih melekat di item
pekerjaan

Dalam perencanaan Tahun
Anggaran 2018, Pemerintah Daerah
telah menghitung secara cermat
terkait potensi-potensi pendapatan
secara cermat, teliti dan tepat
terhadap kenaikan PAD.

Pemerintah kabupaten telah
konslsten dalam menalkkan
Tunjangan Penghasilan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan
ASN/PNS dengan tujuan
meningkatkan kinerja dan
pelaksanaan anggaran secara
optimal.

Terkait dengan penganggaran
belanja langsung sebesar
Rp.790.882.L24,L84 memang masih
ada penganggaran belanja pegawai
sebesar Rp. 149,543.818.200 atau
LB,9o/o dengan kriteria sebagai
berikut:

. Honorarium PNS sebesar
Rp.30.926.089.000,-

. Honorarium non PNS sebesar
Rp. 47.906.714.000,-

. BOS sebesar Rp.5.690.000.000,-

. BLUD RSUD sebesar
Rp.43.937.151.000,-

. PPK-BLUD Puskesmas sebesar
Rp. 21.083.864.200,-

Penganggaran terkait dengan
honorarium PNS dan Non PNS dalam
rangka menunjang program dan
keglatan untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.

Mekanisme pencantuman biaya
umum melekat didalam Belanja
Modal dimaksud hal ini memenuhi
amanat Peraturan Menteri Dalam
Negeri N0.59 tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.13 tahun 2006

1.

2.

3.

4.



NO. PERTANYAAN JAWABAN

5.

6.

7.

Perencanaan Tahun Anggaran 2018
diharapkan teliti dan cermat agar
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan tepat sasaran.

Diharapkan
pendamping
berkualitas.

adanya
dana

tenaga
yangdesa

Untuk mengatasi kekurangan tenaga
medis diusulkan melakukan perekrutan
pada tahun 2018.

Dalam merencanakan kegiatan 2018
Pemerintah Kabupaten Rembang
telah melaksanakan kaidah-kaidah
dokumen penyusunan anggaran
yang meliputi penjaringan aspirasi
masyarakat lewat MUSRENBANG
DES, kemudian ditindaklanjuti ,
MUSRENBANGCAM dan
MUSRENBANGKAB sefta pemenuhan
pokok-pokok pikiran sehingga atas
tahapan dimaksud dihasilkan
Dokumen RKPD dan RENJA OPD.

Terima kasih. Dalam rangka
pengelolaan Dana Desa, Alokasi
Dana Desa maupun pajak daerah
dan retribusi daerah, Pemerintah
Daerah akan selalu memfasilitasi
kegiatan yang ada di masing-maslng
desa oleh pendamping yang telah
diampu oleh OPD yang mengelola
dana dimaksud.

Dalam rangka mengatasi
kekurangan tenaga di puskesmas,
kami sedang menyiapkan payung
hukum berupa Perbup tentang
rekruitmen tenaga di Puskesmas
BLUD. Adapun jumlah tenaga yang
dibutuhkan disesuaikan dengan
analisis beban kerja berdasarkan
Permenkes Nomor 33 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan Sumber
Daya Manusia Kesehatan dan
Kemampuan BLUD dan APBD.

5.

Sedangkan di RSUD dr. R. Soetrasno
belum menganggarkan rekrutmen
pegawai BLUD dengan
peftimbangan masih mempriori-
taskan peningkatan belanja modal
untuk menambah kapasitas dan
pengembangan layanan, Rekruitmen
Tenaga magang merupakan bentuk
kerjasama rumah sakit dengan
institusi pendidikan mitra, dan
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8. Mohon diberikan
kekurangan guru
Rembang.

kebijakan terkait
SD (PNS) di Kab.

Berkaitan dengan SD yang masih
mengalami kekurangan guru PNS,

mengingat jumlah guru yang
terbatas dan belum adanya
persetujuan dari pemerintah pusat
untuk melakukan rekrutmen guru
PNS kebijakan yang dilaksanakan
adalah dengan memaksimalkan
tenaga guru Non PNS yang
mempunyai kualifikasi pendidikan
S1/D4 dan memiliki kompetensi
sesuai dengan kriterla yang
ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen. Pemerintah Kab.
Rembang telah memperhatikan
kesejahteraan guru Non PNS dengan
memberikan bantuan kesejahteraan
dengan besaran antara Rp.400.000,-
sampai dengan Rp.600.000,- per
bulan.
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III. FRAKSI PKB
1.

2.

Pendapatan mengalami

PAD sebesar Rp. 277.502.204.655,00
berharap target ini bisa tercapai dan
mohon dijelaskan secara detail.

Proyeksi
kenaikan

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 20L7 tentang
Pedoman Penyusunan APBD ,Tahun Anggaran
2018, " Pendapatan Hibah Dana BOS yang

diterima langsung oleh Satua Pendidikan Negeri
yang diselenggarakan kabupaten/kota pada

APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme
pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud
dianggarkan pada SKPKD, Akun Pendapatan,
Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS,

Rincian Obyek Hibah Dana BOS ".

Adapun rincian Pendapatan Hibah sebesar
Rp. 57.432.800.000,00 adalah :

Pendapatan BOS Rp.

PAMSIMAS RP.

Jumlah

s6.932.800.000
s00.000.000

57.432.800.000

Dasar pencantuman besaran tersebut adalah
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 20L7
tentang Rinclan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara T.A 2018.

Besaran PAD Rp. 271.502.204,655,00 adalah :

Pendapatan Pajak Rp. 94.514.000.000
Daerah
Hasil Retribusi Rp. 22.928.499.000
Daerah
Hasil Pengelolaan Rp. 9.257.000.000
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Lain-Lain Rp. t44,802.705.655
Pendapatan Asli
Daerah

Jumlah Rp. 27L.502,204.655

Kami optimis rencana kenaikan pendapatan
tersebut dapat dicapai, mengingat :

- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
543130 Tahun 2017 tentang Penetapan
Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan
Logam dan Batuan

- Telah beroperasinya PT. Semen Indonesia
Rembang

- Pemberlakuan e Retribusi dilingkungan
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3. SiLPA sebesar Rp. 93.104.380.028,00
apakah sudah dihitung secara rinci

Besara SiLPA sebesar
terdiri dari :

Dana Transfer
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Bantuan Provinsi
(RSU pada Tahun
2013)
Gaji
Sisa Tender
Eflsiensi Belanja
Hibah
Bantuan Keuangan
BelanJa Tldak
Terduga

Jumlah

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

93.104.380.028,00

7.790.000.000,00
2.500.000.000,00
1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

11.500.000.000,00
13.903.506.000,00
50.410.874.028,00

1.500.000.000,00
2.000.000.000,00

500.000.000,00

Rp

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp. 93.104.380.028,00



NO. PERTANYAAN JAWABAN
IV. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN & NASDEM

1

2

3

4

5

6

7

Program Taping
dUalankan

box agar

SATPOL PP agar memback-up
Dinas Kelautan dan Perikanan
dalam upaya Penegakan Perda di
TPI dapat dilaksanakan

OPD dalam penyusunan rencana
kegiatan pembangunan leblh
matang dan terencana

Kenaikan TPP agar diimbangi
dengan kinerja ASN yang lebih
baik, lebih disiplin dan lebih
professional

Penambahan anggaran BPJS

harus ada verifikasi ulang bagi
penerima BPJS

Sekolah-sekolah yang tidak
mendapatkan murid agar
digroping untuk mengantisipasi
masalah kekurangan tenaga
pengajar
Pembangunan Gedung
Puskesmas agar dibarengi
dengan pengadaan alat-alat
medis

3.

4.

5.

7,

2.

1. Terima kasih, peran SATPOL PP dalam
Penegakan Perda tentang Retribusi Daerah
termasuk Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini
dilaksanakan guna mengantisipasi
kebocoran penerimaan setoran ke Kas
Daerah atas setoran Pendapatan Retribusi
Daerah.

Rencana penggunaan taping box saat ini
masih dalam proses evaluasi dan
pemetaan, sehingga dari hasil tersebut
nantinya sesuai dengan potensi-potensi
pendapatan yang ada.

Pada waktu menyusun MPBD telah sesuai
perencanaan dimasing-maslng OPD yang
diusulkan melalui penJaringan aspirasl
masyarakat, kemudian dltampung dalam
Renja SKPD dan telah disepakati dalam
KUA-PPAS selanjutnya tertuang pada DPA
didalamnya termasuk rencana pelaksanaan
kegiatan per Triwulan masing-masing OPD.

Mekanisme pembayaran TPP kami berikan
dengan melampiri instrumen terkait
Sasaran Kerja Pegawai, Target Pelaksanaan
Kerja Pegawal, Reallsasl Pelaksanaan Kerja
Pegawai dan Daftar Hadir Harian Pegawai.

Sebagaimana disebutkan pada Peraturan
Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Integrasi Jaminan Kesehatan
Kabupaten Rembang kedalam Program JKN
secara otomatis anggaran BPJS telah
teruerifikasi melalui OPD terkait.

5. Terima kasih, akan
dimaksud.

kami kaji masukan

Sebagaimana Alokasi dan Petunjuk Teknis
DAK, memang masih diperuntukkan
Pembangunan Gedung Puskesmas,
selanjutnya terkait pengadaan alat-alat
medis akan kami penuhi guna kelancaran
pemeriksanaan dan pelayanan kepada
masyarakat.
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V. FRAKSI PARTAI GERINDRA

1.

2,

3.

Angka dalam pos Pendapatan Asli
Daerah melejit cukup tinggi sebesar
27L,5 M artinya ada kenaikan dari
tahun 2017 sebesar 275 M. Mohon
penjelasan dari sektor mana yang
meningkat cukup signifikan dan sudah
sesuaikan dengan regulasi?

Bagaimana langkah Bupati terkait
dengan program pengentasan
kemiskinan seperti KIS/BPJS, KIP,
RTH, RLTH banyak yang tidak tepat
sasaran, karena datanya tidak
diperbarui setiap tahun sehingga
menimbulkan berbagai mdsalah dan
berapa anggaran yang dialokasikan
untuk memenuhi Program BPJS Non
Kuota.

Pembiayaan Daerah sebesar 1 M pada
PT. Rembang Migas Energi apakah
sesuai dengan amanah Perda yang
alokasinya sebesar 2 M.

Telah kami jawab pada
Paftai Kebangkitan Bangsa.

Fraksi

2, Langkah yang akan dilaksanakan
adalah kita melakukan veriflkasi
ulang data kemiskinan melalui
SLRT dan MPM dari data PBDT
2015 yang dilakukan mulai tingkat
desa, kecamatan dan kabupaten
yang dilinkkan dengan TNP2K
sehingga harapannya data lebih
valid dan sesuai sasaran. Dan
kegiatan ini untuk Kegiatan
sosialisasi dan pemberian data
base PBDT 2015 sudah dilakukan
pada tahun 20t7. Dan
implementasi pelaksanaan sudah
dianggarkan pada tahun 2018.

,/ Mengkoordinasikan program
penanggulangan kemisklnan
baik dari pusat, provinsi
maupun daerah sehingga
lebih terpadu, tepat sasaran
dan terintegrasi.,/ Menerapkan sistem informasi
penanggulangan kemiskinan
untuk pendataan kemiskinan.

Anggaran yang dialokasikan untuk
memenuhi program BPJS Non
Kuota untuk Tahun 2018 adalah
Rp. 2.014.400.000,00 yang
ditujukan untuk 20.000 peserta.

3. Sebagaimana diamanatkan dalam:
- Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 20t7 tentang
Pembentukan Perusahaan
Perseroan Daerah Bidang
Minyak dan Gas Bumi ;

1.
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Pembiayaan Daerah yang telah
disertakan untuk PT. Rembang
Migas Energi telah disalurkan
sebesar Rp. 999.000.000,00
adapun pada MPBD T.A 2018
dianggarkan sebesar
Rp. 1.000.000,000,-, adapun
pemenuhan alokasi anggaran yang
disebutkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 20t7
tentang Pembentukan Perusahaan
Perseroan Daerah Bidang Minyak
dan Gas Bumi akan kami penuhi
dalam Perubahan APBD 2018.
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VI. FRAKSI IGRYA SEJAHTERA

1

2

3

Rencana Pembangunan Pasar
Rembang yang semula akan
mengalokasikan anggaran sebesar Rp.
50 M, kemudian muncul di KUA PPAS
menjadi Rp. 45 M kemudian terkoreksi
menjadi Rp. 0,00. Mohon penjelasan.

Rencana Pembangunan AKN (Akademi
Komunitas Negdri) Rembang dalam
KUA PPAS dialokasikan Rp. 4,5 M

terkoreksi menjadi Rp. 0,00. Padahal
AKN adalah satu-satunya perguruan
tinggi negeri di Rembang. Mohon
penjelasan.
Dalam hal perencanaan pembangunan
kami mengusulkan sbb :

/ Perencanaan program hendaknya
tersusun H-1 setahun sebelum
tahun pelaksanaan.

/ Perencanaan harus diperhitungkan
masak-masak sehingga tidak ada
lagi monument mangkrak.

/ Perencanaan harus diperhitungkan
secara cermat sehingga tidak
terjadi pemborosan.

Pada pertengahan pembahasan
KUA /PPAS pemerintah kabupaten
Rembang mendapat informasi
resmi dari Pemerintah Pusat terkait
dengan dana Perimbangan,
sehingga perlu dilakukan
penyesuaian terhadap rencana
pendapatan maupun belanja. Hal
ini berdampak pada terkoreksinya
rencana pendapatan maupun
rencana belanja.. Koreksl tersebut
bukan berarti Pembangunan Pasar
Rembang ditiadakan, saat ini
pemerintah kabupaten Rembang
menyediakan anggaran untuk
Penyusunan DED Pembangunan
Pasar Rembang.

Untuk pasar tradisional tetap akan
dilakukan penataan dengan
sumber dana darl pemerintah
pusat dan Propinsi.

Pembangunan Kampus AKN
ditunda dan akan dianggarkan
kembali pada Tahun Anggaran
2019.

Terima kasih atas masukan yang
telah disampaikan dan akan kami
tindaklanjuti sebagaimana
mestinya. Dalam proses
perencanaan tahun selanjutnya
akan dilaksanakan perbaikan
antara lain dengan digunakannya
sistem perencanaan yang
terintegrasi dengan system
penganggaran sehingga terwujud
sinkronisasi antara perencanaan
dengan penganggaran demi
terciptanya proses perencanaan
yang lebih baik.



NO. I PERTANYMN JAWABAN

4.

5.

5.

Dalam MPBD 2018 PAD kurang
akseleratlf belum diimbangi dengan
optimalisasi usaha intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak maupun retribusi
daerah dengan masih banyak sumber
PAD yang belum terpungut. Contoh
paJak galian C dan Retribusi TPI yang

tidak optimal.

SILPA yang cukup tinggi
mengindikasikan bahwa OPD dalam
melaksanakan APBD TA. 2017 kurang
bekerja keras.

Apakah kenaikan TPP apakah sudah
sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah dan tidak mengganggu
program-program pembangunan yang
lain.

4. Dalam rangka untuk rencana
peningkatan PAD Pemerintah

Kabupaten telah melakukan upaya-
upaya intensifikasi dan

ektensifikasi melalui :

a. Kegiatan penilaian obyek-obyek
khusus PBB-P2 Bekerja sama
dengan Perguruan Tinggi
(uGM)

b. Melakukan kegiatan pendataan
masal terhadap PBB-P2

c. Memberlakukan penggunaan
alat timbang pajak mineral
bukan logam dan batuan serta
penempatan tenaga di pos-pos
yang menjadi lalu lintas
angkutan pajak mineral bukan
logam dan batuan.

d. Kami juga merencanakan
pemberlakuan E-Retribusi di
pasar dan pelaksanaan Cash
Managemen System (CMS) di
TPI.

Telah kamijawab pada Fraksi PKB

6. Telah kami jawab pada Fraksi
Paftai Persatuan Pembangunan

5.
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VII. FRAKSI HAMPAN

1. Tahun 2018 dicanangkan sebagai
tahun " Penguatan pembangunan
Potensi Ekonomi Unggulan,
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
menuju Kemandirian Daerah"
mohon penjelasan detail tentang
Penjabaran dari Kebijakan
tersebut

Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk
mendukung pencapaian Misi III yaitu ,,

Meningkatkan investasi sefta
mengembangkan pariwisata dan ekonomi
kreatif ".
Pada tahap ini, pembangunan difokuskan
pada :

- kemudahan investasi dan optimalisasi
potensi investasi yang ada di Kabupaten
Rembang;

- Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui
pengembangan pasar tradislonal dan
UMKM, optimalisasi peran koperasi, sefta
pengembangan sentra sentra ekonomi
kreatif;

- Pengembangan dan peningkatan promosi
sektor pariwisata unggulan yang ada di
Kabupaten Rembang.



Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DpRD

Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Untuk
selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan

secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam

dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih, semoga Allah swr
senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

wassa la m u'a la ikum warahmatu[a hi wa ba ra katu h.

Rembang, 21 Nopember Z0L7

REMBANG.4- P [Cft$,,d,>
Q,/ir rA A\ -

*[ E%#V I*

T ABDUL HAFIDZ





DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH
IGBUPATEN REMBANG

ll. P. Diponegoro No.BB Telp. (O295) 69LL9+ Kode Pos S92LZ
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ( IV )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2018

r.

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

JENIS RAPAT

SIFAT RAPAT

ACARA RAPAT:

: KAMIS
: 30 Novemb er 2017

: 10.30 WIB.

: Gedung DPRD Kabupaten Rembang

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Rembang

TerbukaII.

III.

1.

2.

Pembukaan1'

Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda

tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;

Pendapat Fraksi Fraksi atas Raperda tentang APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;

Persetujuan atas Raperda, dilanjutkan penandatanganan

persetujuan dan penyerahan Keputusan DPRD;

Pendanat Akhir Rrrnati etas nemhahasan Ranerde tenfano

3.

4.



ry. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMILMZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

SEKRETARIS RAPAT
l. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

v.

vt. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7 . Fraksi Harapan

Jumlah

VtT. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7 . Fraksi Harapan

Jumlah

: 10 orang

: 8 orang

: 6 grang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

: 45 orang

: 10 orang

: 3 orang

: 5 orang

: 6 orang

: 3 orang

:2 orang

: 3 orang

rrfY lrr^^nml rrllT^mrnLfual lnrn

:32 orang



4. Fraksi PDI perjuangan Nasdem :2 orang

5. Fraksi Gerindra : 2 orang

6. Fraksi Karya Sejahtera : I orang
. 7. Fraksi Harapan : I orang

Jumlah : 13 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu' alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta Kepala

Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;

- Kepala organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;

- Camat se Kabupaten Rembang;

- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat

Allah SWT. Tuhan Yans Maha Krraqa afcc ceclqlo roh*ma* J^- LiJ^-.^L



Anggaran 2018. Rapat paripurna ini merupakan rapat paripurna terakhir

dalam membahas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Rapat Dewan dan hadirin ya:ng terhormat.

Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018

dilalui dengan beberapa tahapan, baik yang bersifat internal, yakni

dibahas oleh DPRD sendiri, maupun yang bersifat ekternal yakni dibahas

oleh DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rembang. Pembahasan

Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ini merupakan bagian akhir

dari tahapan proses perencanaan dan penganggaran, yang sudah didahului

melalui penyusunan RKPD oleh pemerintah kabupaten, dan pembahasan

KUA-PPAS Tahun 201 8 dan telah disepakati bersama oleh Bupati dan

DPRD pada tanggal 10 November 2017. Semua hal tersebut di atas,

adatah dalam rangka memenuhi semua kebutuhan belanja pemerintah

Kabupaten Rembang, baik belanja langsung maupun belanja tidak

langsung, agar dapat mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Rembang

seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-

2021.

Ropat Dewan dan hadirin yang sayo hormati.

Berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (l) huruf b Peraturan DPRD

Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Nomor I

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten

'Rembang Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten



Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DpRD,
bahwa dari sejumlah anggota sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik
dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DpRD hari ini
adalah sebanyak 32 orang.

Dengan demikian kuorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna

dapat kita mulai.

Selanjutnya dengan membaca "Bismillahirrohmaninohim,, tepat

pukul 11. 30 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini
saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

( Ketuk palu 3 kati )

Ropat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara Rapat paripurna

hari ini sesuai yang diagendakan oleh Badan Musyawarah DR,D
bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 17 November 2017,

sebagai berikut :

1. Pembukaan.

2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang

APBD Tahun Anggaran 20lB;

3. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang ApBD
Tahun Anggaran 2018;

4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 20lg



5. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang ApBD

Tahun Anggaran 2018;

6. Penutup.

Rapat dewan dan hadirin yong berbahagia,

Kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas

Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 201g.

Untuk keperluan tersebut, saya minta kepada Saudara Drs. Drupodo, M.Si.

bersedia membacakannya.

LAPORAN BADAN ANGGAIL N:

tentang APBD Tahun Anggoran 2018 terlampir )

Terima kasih saudara Drs. Drupodo, M.si. yang telah

. 
menyampaikan Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda

tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Memasuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi terhadap Hasil

Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 201g.

Kepada Saudara-saudara yang ditunjuk menyampaikan Pendapat

Fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahuru :



4. Fraksi PDI perjuangan Nasdem

5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: Nanik Sri Sundari

: Puji Santoso, S.P.,M.H.

: H. Ismari, S.H.

: Paramita prapanca ANR, S.pd.

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Fraksi partai persatuan
Pembangunan, dipersilahkan.

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas
penyampaiannya.

Ropat Dewan dan hadirin yong terhormat.

Kita masuk acata berikutnya, yaifriPersetujuan penetapan Raperda
tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dilanjutkan penandatanganan
persefujuan bersama dan penyerahan Keputusan DPRD.

Nama Fraksi

Fraksi Partai Persatuan f-mUangunan

Fraksi Demokrat

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Fraksi PDI Perjuangan Nasde-m

Fraksi Partai Gerakan tnAonesG naya

Fraksi Karya Sejahtera

Fraksi Harapan



memberikan tanggapan, oleh karena semua dimulai dari pengambilan

kepufusan saudara-saudara dalam memberikan persetujuan.

Saya tawarkan kepada rekan-rekan Anggota yang hadir dalam rapat
paripurna hari ini :

"Apakah Rancangan peraturan Daerah tentong A4BD Tahun
Anggaran 2018 yong disampaikan oleh Badan Anggaran DpRD melalui
Laporannya dapat disetujui ?,,

---{ et u j u u u ! ! /=:-=
( Dengan suaro bulat semua onggota DhRD yong hadir menyetujui )

( Ketuk palu 3 kali )

Terimakasih kepada rekan-rekan anggota yang telah memberikan

persetujuan terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Dari
persetujuan ini, selanjutnya akan dilakukan penandatanganan persetujuan

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, diteruskan dengan penyerahan

Surat Keputusan DPRD kepada Kepala Daerah.

Untuk keperluan tersebut, saya minta kepada Saudara Sekretaris

DPRD berkenan memandu jalannya prosesi penandatanganan dan

penyerahan surat keputusan.

Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Sekretaris DpRD.

Dipersilahkan.



Rapat Dewan dan hodirin yang terhormat.

Kita masuki acara terakhir, acara yang kelima yaitu pendapat

Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang ApBD Tahun
Anggaran 2018.

Kepada saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

----PENDAPAT AKHIR BUPATI _::=

tentang APBD Tahun Anggaran 20Ig terlumpir )

Terima kasih saudara Bupati, atas penyampaiannya.

Raperda

Rapat Dewan don Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita ikuti, maka selesai sudah acara rapat

paripurna hari ini, terima kasih kepada Saudara Bupati beserta
jajarannya, rekan-rekan Anggota baik yang masuk dalam Komisi-Komisi
maupun Badan Anggaran, Sekretaris DPRD beserta seluruh stafirya yang

telah melaksanakan tugas dan tanggungiawabnya dengan baik sehingga

pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2OlB dapat

berjalan

lancar sesuai dengan wakru yang telah dijadwalkan. Dan kepada saudara-



Selanjutnya dengan mengucap " Alhamdulillahirobbil '.alamin 
u

tepat pukul 13.30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan

ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wass alamu' alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA, SEKRETARIS,7

Drs. DRUPODO. M,Si.
Pembina Tingkat I

MP. 19670421 199303 r 009

H. MAJID KAMIL MZ



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( Tv ) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG TIPTNOA
APBD TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN VI

: Daftar Hadir pimpinan dan Anggota DPRD,

Forum Koordinasi pimpinan Daerah , OpD dan

Camat Se Kabupaten Rembang;

: Laporan Banggar atas Hasil pembahasan

Raperda APBD Tahun Anggaran 20lg;

: Pendapat Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun

Anggaran 2018;

Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2017

Tentang Persetujuan Penetapan Raperda APBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 20lg;
Pendapat Akhir Bupati atas Hasil pembahasan

Raperda APBD Tahun Anggaran 20l g;

Berita Acara Nomor : 900 I 20 I 2017 tentang
Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DpRD
Kabupaten Rembang tentang Raperda APBD
Tahun Anggaran 2018.



DAFTAR IIADIR
RAPAT PARIPURNA ( IV) DPRD KABI.IPATEN REMBANG

TENTANG RAPERI}A TENTA}{G APBD TA}TUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : KAMIS,3O r.{OVEMBER 2017
PUKUL : r03{l ![IB

_1

2

_,? _

4

FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAI\

H. MAIID KAMIL t\dz

SUGIHARTO

H.M. MURSYID, S.T.

ZAIMTIL UMAM NS

MOKHAMAD ZAENURI

S ULISTI'O !*IETI ARIANI

FTENRYPURWOKO, S,Pd.

MOHAMMAD ANSHORI

H. STJPAPI

NUR HASYIM

F'RAKSI DEMOKRAT

_E9! s4Elq\o-s P4 .M.H

IMRO'ATUS SOLICHAE S.E" M,H.

+ lHl, SM4u :lEnAM4y_4n

1s IEKA SISWA KARTIKA

BANGSA

,o I,, HIKMAH PURNAMA*ATI

,,, lr* ,,r*^,.*r*^
,;-F ,rr *r*---_--_
,, l, HARN'.sE

,, lrro,"*ro^r--
t

I rnarsr p.4.RTAr KEBANcKITAN

.!.

_8

_9_

10

1.1

t?

13

TANDATANGAN

4$e!ta _

Wakil KetuaDPIRD

WakilKetuaDPRD'19 u BIjEI_-cHg_L_ry llQun



iq

29

FR45lllpr PERJUANGAT\I NASDEM

SUNIARSII{

JASMAM

WIDODO

eI P:CI4I!-!J.- -
NANIK SRI SLTNDARI

D9ryNl' KURNTAWAN, S.E. M.M,

FRIDAIRIANI

WakilKetuaDPRD

Aneeota \
-l:%'

9!

v

MgilIS44p !4!A p_g9Eo&_lei,

FRAKSI PARTAI GERINDRA

gEs_li!tslg4w$.lE
_4ggg9ra

CHASANUDDTN

&ssetr

ll_Yupl4u-o-, s H

4 Y_g r\RDTYAJ{ MAYAS ARr

FRAKSI KARYA SEIAHTERA

H.ISMARI, S.H

q4lglf4!8Ary,,sH. M si

t!.j9_{o q{tRrHADr, s H &sse!g__-_
{TTIR WINANTO. S.H.

rnAxsl HARAPAN

SUKARMAIN

SAHNINGStrL S.E.

l444lgl1rs4r4\cA A N.& s.Pd.

35

36

na

9-q

39

.lq

!1.

!?

_11

44

NUR JANNAH

Anggofe



RAPAT
TENTAIIG

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA

PARIPURNA ( TV ) DPRD KABUPATEN REMBANG
RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2OI8

HARUTANGGAL : KAMIS, 30 NOVEMBER 2017

PUKUL : 10.30 WIB

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

I

2

?

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

BAYU ANDRIYANTO,S.E.

Bupati Rembang

Wakil Bupati Rembang

Kejaksaan Negeri
RAmbang

Pengadilan Negeri
Rembang

LOanOim 0720 Rembang

Kepolisian Resort
Rembang

Pengadilan Agama Kab.

Rembang

Sekertaris Daerah

2...

3...

4...

6...

E 6 HAhlx,tq}

7 Wfuu,e

I Drs. SUBAKTI

DPRD KAB. REMBANG



DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA ( IV ) DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2O1S

HAR!/TANGGAL : KAMIS,30 NOVEMBER 2017
PUKUL : 10.30 WIB

NO BADAN/BAG/DI NAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
2 3 4 5

1 STAF AHLI BUPATI
1

2 STAF AHLI BUPATI 2

3 STAF AHLI BUPATI 3

4 STAF AHLI BUPATI 7f4wl /lru
5 ASISTEN ISEKDA 5

6 ASISTEN II SEKDA 6

7 ASISTEN III SEKDA A&,* LPd; 7 r^
B BAG. TATA PEMERINTAHAN lr'q4Li-.g"'. Y (e--p.
I BAG. HUKUM 9 \t/\
,ln RAla L]I IN/IAC K-r."+r F a+r
11 BAG. ADM. PEMBANGUNAN fuwkuna,tL. t{ ' 9*b*in w
12 BAG. ADM. PEREKONOMIAN

l 12

13 BAG. KESEJAHTERAAN RAKTAT UriU tt - Qjl 13 lF
,l

14
BAG. ORGANISASI&
KEPEGAWAIAN li c"oiTatfi S^ Gr,,a. V\,&

15 BAG. UMUM (a**^,a- 1srL ^,//'16 BPPKAD LrUIh-- Yebt.' 16Y(.
17 INSPEKTORAT 17 Lt \

\
18 BAPPEDA llh */?-H tn )/ rc /12
19 DINSOSP2KB {i' ts,tr.ffin1 7<t4r*L*-

20 BKD A- 2o->(/ld1'
21 BPBD Avtru" yx 21 r& /)
22 DPU TATA RUANG JkzF/,?;aza ,C{T 22i
12. npKD/ ntNDtrArti/| ')Eg;-f*rr ttarls'

nA
aI-2\A\,- l/

24 DINAS KESEHATAN \^rhwYo WlArJ_i
25 DINDIKPORA l'441A L P4kI/. 2{ y'lt. I I - ,
zo DINPERINDAGKOP & UMKM 414ar,*. ,r-'^ a;-- '/ lze "*l -
27 DINTANPAN ddo"W lre-blrldo^ 2t J\>(-
28 DINLUTIGN Du9lYoXo r0 rra.l 28



NO BADAN/BAG/DI NAS/KAN TO R NAMA JABATAN /+fl{ae TANGAN
,l 2 3 4 N

33
DINAS KEBUDAYAAT.I DAN
PARIWISATA )us' [UPtJ'ntrlt \4"d ,I \.

34 DINAS LINGKUNGAN HIDUP t ?'q* ItlFq Vtr.-\ -..
35 KANTOR KES BANGPOLINMAS l<A lzTo d.tt, Ct-

vl5c zL-dt7t11- A
36 D|NAS ARSIP & PERPUSTAIGAN H,.Vna&te n?l 7eo.{1
37 DINAS PMPTSP NAKER 37 A
38 RSUD dT. R. SUTRASNO ftSa unx9?n lcKe M**, --i-A 3q [h
39 SATPOL PP bl*Luqrt 3s{ llL.\
40 TIM PKK KAB. REMBANG

V
\, 40

41 PDAM 41

42 PERCETAKAN DAERAH 42

43 PD. BANK PASAR 43

44 BANK JATENG CAB. REMBANG 44

45 BRI CAB. REMBANG 45

46 PD BPR BKK LASEM 46

47 PT.RBSJ 47

48 APOTIK DAERAH 48

A6ag r"AIJTOR KEI',4EI.,ITRIA}J AGAI','IA AA
T17

50 DIPENDA PROPINSI 50

51 BPS KAB. REMBANG 51

52 RUMAH TAHANAN 52

53 PERHUTANI KPH MANTINGAN 53

54 PERHUTAN I KPH KEBONHARJO 54

55 KANTOR PERHUTANISPH IV 55

56 KANTOR POS DAN GIRO 56

57 TELKOM REMBANG 57

58 PLN CAB. REMBANG 58

59 BAWASLU KA8. REMBANG 59

60 BPN KAB.REMBANG 60

61 KANTOR PAJAK 31

62 UP3AD (ASET DAERAH ) 62

63 KANTOR PELABUHAN CJ

64 KETUA KPU KAB. REMBANG 64



NO BADAN/BAG/DI NAS/KANTOR NAMA JABATAN I TANDATANGAN
1 2 3 4 5

68 PERUM PEGADAIAN
68

69 BSM.BANK DANAMON 69

70 OHARMA WANITA PERSATUAN
70

71 GERAKAN PRAMUKA 71

72 PMI CAB. REMBANG
72

73 STIE. YPPI REMBANG 73

74 DPC PPP
74

75 DPC PARTAI DEMOKRAT 5

to DPD PARTAI GOLKAR
76

77 )PD PAN 77

78 DPC PARTAI HANUM
78

79 DPC PKS 79

BO DPC PARTAI NASDEM
80

8't DPC PARTAI GERINDRA 81

82 DPC PKB
82

83 DPC PDI PERJUANGAN 83

B4 SUAM MERDEKA
84

85 CAKRA TV 85 lt
B6 RADIO CBFM Wku/; W,W'fur\ aa (6\lWtA
87 RADIO R2B 87

88 M,AJA.LAH BANGKIT
B8

89 PATI EKSPRESS 89
,[

90 RADIO MATA AIR I \eo
91 uueag yra& fu4 gqtPL ',-\t fNF n
92 q,hd kh,\ 9-^ s2 bl^=
93 Wd."."r S+l., ()hiw."r gs \}^
94

94

95
95

96
96

97
97

98
98

99
99

100
100



DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPT]RNA ( IV ) DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2OI8

HARI/TANGGAL : KAMIS, 30 NOVEMBER 2017
PUKUL : 10.30 WIB

NO JABATAN NAMA TANDA TANGAN

CAMAT REMBANG wmffi I rru/
2 CAMAT KALIORI ttI
3 CAMAT SUMBER @^zA r) ,'ff 

.A
4 CAMAT SULANG ^ /l
5 CAMAT BULU

' \ //
6 CAMAT PAMO]AN |l(,wtvor,' V
1 CAMAT GUNEM 7

8 CAMAT SALE

9 CAMAT LASEM 9
/\lr /

l0 CAMAT PANCUR *-v.48 -),0illl CAMAT SEDAN )uwaANI tY rc
t2 CAMAT SLUKE t2

13 CAMAT KRAGAN 3 Il )
l4 CAMAT SARANG tb.h.r"*{, t4 P"bc

1 199303 1 009



LAPORAN BADAN AI{GGARAN DPRI)
KABUPATEN REMBANG

TENTANG

't

PEMBAHASAN nArnpnA TENTANG

APBD KABUPATENREMBANG



I.

DEWAN PERWAIfiTAN RAI(YAT DAERAII
I(ABI'PATEN REMBAITG

.rl. P. Dlponegoro No.88 Telp. (o29sl 69LLg4 Kode pos s92L2
REMBANG

TAPORAI'I BADAI{ AI{GGARAII DPRD I{ABUPATEN RIMBAIIG
MEMBNIAS RAPERDA TENTANG APBD

I{ABUPATEIT REMBANG TAHT'N ANGGARAIT 2018

PENDA}IULUAN
1. Bahwa untuk menetapkan peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2018 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( DpRD ) ;

2. Bahwa hasil pembahasan Raperda tentang Anggaran pendapatan
dan Belanja Daeratr Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2o1g
dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat paripurna DpRD
Kabupaten Rembang.

DASAR
1. undang-undang Nomor lr rahun 2oo3 tentang Keuangan

Daerah;
2. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang'perbendaharaan

Negara;
3. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan

Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah;
4. undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubatr beberapa kali terakhir dengan
undang-undang Nomor 9 Tatrun 2o1s tentang perubahan Kedua
Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang
Pemerintahan Daerah; '

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomtr 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan, Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol8;

8. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2ol4
tentans Perafrtran Tate Tcrfih nppn rzalrrr-^ro- D^*l^^--

u.



surat Bupati Rembang Nomor Lgg.3l24z2/2o|T tanggal L6
November 2017 perihal pengiriman Raperda;
Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang
dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal lZ
November 2017 yang mengagendakan penjadwalan pembahasan
Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2018.

IU. PELAI(SAI{AAIT
a. Rapat Paripurna I daram rangka pembahasan ApBD Kabupaten

Rembang Tatrun Anggaran 2O1g pada :

Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Acara

b. Rapat Paripurna II dalam rangka pembahasan ApBD Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2}lg pada :

9.

10.

c. Rapat Paripurna III dalam rangka pembahasan ApBD Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2018 pada :

Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Acara

Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Acara

Senin
20 November 2OLZ
10. 30 wIB
Ruang Paripurna
Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang APBD
Tahun 20 18.

Senin
20 November 2077
13. 00 wrB
Ruang Paripurna
Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi
Atas Raperda tentang APBD Tahun 201g.

Selasa
21 November 2Ol7
10. 30 wIB
Ruang'Paripurna
Jawaban Bupati
Fraksi terhadap
Tahun 20 18.

atas Pemandangan Umum
Raperda tentang APBD

d. Rapat Bada, Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang
dilakukan pada tanggal 2L November 2olz Jam 13.00 wIB
dengan acara penjelasan tanjutan atas Raperda APBD Tahun
2018.

e. Rapat Badan Anggaran dengan pimpinan Komisi - komisi DPRD



g. Rapat Badan Anggaran dengan pimpinan Komisi-komisi DpRD
Kabupaten Rembang pada :

Hari
Tanggal
Jam
Tempat

Acara

Hari
Tanggal
Jam
Tempat

Acara

h. Rapat Internal

Hari
Tanggal
Jam
Tempat

Acara

i. Rapat Badan

Hari
Tanggal
Jam
Tempat

Acara

Rabu - Jumht
22 sampai dengan 24 November 20lT
10.30 WIB - Selesai
Ruang Komisi A,B,C dan D DPRD Kabupaten
Rembang '

Pendalaman Raperda tentang APBD Tahun
2018.

Senin
27 November 2Ol7
10.00 wrB
Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten
Rembang

Penyampaian Laporan Komisi - komisi
kepada Banggar atas hasil pendalaman
Raperda tentang APBD Tahun 2018.

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada:

Senin
27 November 2017
11.00 wrB
Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten
Rembang
Membahas Laporan Komisi-komisi atas

pendalaman Raperda tentang APBD Tahun
20L8.

Anggaran DPRD dengan TAPD pada :

Rabu
29 November 2017
: 10.30 WIB
Ruang Badan A+ggaran DPRD Kabupaten
Rembang
Sinkronisasi /dan koordinasi hasil
pembahasan Raperda tentang APBD Tahun
2018.

fV. IIASIL RAPAT :
Badan Angggaran DPRD telah melakukan pembahasan Raperda
Kabupaten Rembang tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 20L8, sebagaimana dengan jadwal yang telatr



EASIL PEMBAHASAN. 
RINGKASAT{ RANCANGAN APBD INDUK 2OI8

NO SKPD

PEMBAHASAN

RANCANGAN
APBD 2018

PERSETUJUAN BERTAMBAH

(BERKURAI{G) "
1 2 3 4 5=4-3

1 PENDAPATAN DAERAH 1,777,121.3/;3,655 ,t,787,223.593.655
10,102,250.000

1.1 Pendapatan Asli Daerah 271,502.204.655 280,604,454,655 9.102.250.000
1.1.1 Pendapatan Paiak Daerah 94.514.000.000 96,286.2s0,000 1,772.250.000
1.1.2 Hasil Rebibusi Daerah 22.928.499.000 23.158.499.000 230,000.000

1.1.3
Haslt pengetotaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 9,257,000,000 9,257,000,000

1.1.4 l-ain-lain Pendapatan Asli Daerah vano Sl[ '144.802.705 6ss 151.902.705.6ss 7.100.000.000

1.2 Dana Perimbangan 1,097.531 .488.000 I ,097,531,499,000
1.2.2 Dana fransfer Umum 815.321.417.000 815.321.417.000
1.2.3 Dana Transfer Khusus 282.210.071.000 282.210.071.000

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yanq Sah 408,097,651,000 409.087.651.000 1,000,000.000

1.3.1 Pendapatan Hibah 57,432,900,000 58,432,900,000 1,000,000,000

1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak daripemerintah
Provinsi dan pemerintah daerah lainnya

95,000,000,000 95,000,000,000

134 Dana Penvesuaian dan Otonomi Khrrsrrq 228.728361000 228.728.361.000
1.3.4

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Deerah I ainnvr 26,926,490,000 26,926,490,000

2. BELANJA DAEMH ,l.869.225.723.684
1,889,934,209.394 19,609.484.700

2.1 Qelanja Tidak Langsung 1,078.343.599.500 1.080.582.799.500 2,239,200,000
2.1.1 Belania Peoawai 668.770.123.000 668.770.123.000
2.1.4 3elania Hrbah 56.510.600.000 58.159.800 000 1.649,200.000
2.1.5 3elania Bantuan Sosial 8:935.000.000 9,855,000.000 920.000.000

2.1.6
tselanja Bagi HasilPropinsi/lGbupaten/Kota
dan PartaiPolitik 6,455,961,000 6,455,961,000

2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Prooinsi/KabuoatenKota dan Partai Politik

336,671,915,500 336,341,915,500 (330,000,000)

2.1.8 Belania Tidak Terduoa 1,000.000.000 1.000.000 000

2.2 Belanja Langsung 790.882.124.184 808,251,409,994 17,369,294,700
2.2.1 Belanja Pegawai 149.543.818.200 149.840.034.200 296.216.000
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 260.079.241.634 267.302,595.634 7.2233st (tOO

2.2.3 Belanja Modal 381.259.064.3s0 391,108,779,050 9,849,714.7C0

Jumlah Belania 1,869,225,723,694 1.888.834.208.381 19,608,484.700

surplus (devisit) (92,104,390,029) (101,610,614,729) (9,506,234,700)

3. PEMBIAYMN DAERAH /
3.1 Penerimaan Pqmbiayaan 93,104,390,029 103,649,694.649 10,545,3,l4.620

3.1.1
ursa Lebth Perhitungan Anggaran Tahun
Anoqaran sebelumnva (SILPA) 93,104,390,029 103,610,614,729 10,506,234,700

Kelebihan Penetapan Pajak Air PDAM 39,079,920 39.079.920

Jumlah penerimaan Pembiayaan 93;104.380.029 103.649.694.649 10,545,314,620

3.2 Pengeluaran Pembiavaan 1.000.000.000 2,039,079,920 1,039,079,920
3.2.2 Jenyertaqn Modat (lnvestasi) Pemerintah 1,000,000.000 2,000,000,000 1,000,000,000

Restitusi atas Kelebihan Penetapan paiak air 39 07q qro 39.0i9.920



RE](APITUI.ASI

ANOGARAN EEI.ANJASKPD MPED 2018

2t-tt

[E_qal4aBr'r l4uguN
KECAMATAN GUNEM

TAN SALE
ECAMATAN KMGAN
ECAMATAN SEDAN

G9a!ur4[!484NG
t;^Hrffiq8Ar_,Ituar[_

BADAN pENDAperan-FEicErbr,cAN

!q
39

-10
41

DINAS PEKERJMN UMUM DAN PENATMN

PERUMAHAN DAN KAWASAN

KANTOR KEMTUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYAMKAT
BADAN PENANGGUI.ANGAN BENCANA

DINAS SOSIAL, PEMBEROAYMN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENANAMAN MODAL, PET,AYANAN

TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN P5P65661

DrNAs pEMBERDays4ll ylsyAmKAiiIil

ohres penruauNGAN

KEBUpAyMN oqn pAnrwlsqre
DINAS KEARSIPAII OIH PENPUSTNXINTI

Dr NAS pERr 
N DUsrnnH re noffi r,tGnrt

KOPEMSIDAN UKMqffi
glEa4|Lu4riL_s/efl_ -
serori teAciA[ xrsEllnrEnenn mxvln

seroe leectaN oRGANtSASI

SETDA (BAGIAN UMUM)

SETDA (BAGIAN HIIMASI

gErDarqastli{@l!!T
-s-qI-DA(BAq!U!q!!tl=

gEjlDitg4g4{4llg-UBr
SEKRETARIAT DPRD

ECAI,IATAN KAL|OR|
ECAMATAN SULANG

KFI lANnlt\l nAf,l 
^cEr ^^FA.,,

1,612,127 ,7 48,941 424,489,518,500 12.450 5m 000 ,2A Orn n.o t^^



REI(APITUT.ASI

AIIGGARAN BEI-AI{JA SKPD RAPBO 2018

TAN SAMNG
INSPEKTOMT KABUFATEN
BAPPEDA

BADAN PENDAPATAru, PEt.IgETdmIr

_:l
_?_

3

6

.T

-t-

- 
1o-

_[
12

PEKERJMN UMUM DAN PENATMN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

SATPOL PP

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYAMKAT
BADAN PENANGCUtnNCnt't BENCANA

DINAS SOSIAL. PEMB.RbAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENANAMAN MODAL, PEI-AYANAN
TERPAOU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

NAS PERTANIAN DAN PANGAN

1,1 15,000,000

1,814,000,000

3,361,000,000

13,844,790,000

2,660,000,000

3,'115,059,000

6,1 53,1 75,000

23,006,136,000

2,792,175,000

9,161,346,000

4,595,123,000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 3,431,727,000

OINAS PEMEERDAYMN MASYAMKAT DAN

0rNAg xoMUNtKAS| DAN TNFORIIATTKA

PERIN0USTRtAN, pERDAGANGAI'L

DEWAN PERWAKII,AN MKYAT
gUlrATt oAN WAKTL BUPAI

SETDA (BAGIAN KESEJAHTEMAN MIfiAT)

SETDA (BAG|AN ORGANTSAST

_sElDA €{qt4!3gu!!!

KECAMATAN SULANG
KECAMATAN SUMBER

KECAMAIAN SLUKE

KECAMATAN PAMOTAN

DAN AStrT NAtrO^U
1,614,899,998,941 426,0'19,518,500 12,722,750,000 438,742.268.500



REI(APITULASI

ANGGARAN EETANJA SKPD RAPBD 2018

KECAMATAN

KECAMATAN SLUKE

KECAMATAN PAMOTAN

KECAMATAN GUNEM

KECAMATAN SALE

[Era!14_T_A[_{.gAg3I
CAMATAN SEDAN

TAN

KABUPATEN

PENDAPATAN, PENGELOLMN

-_€
_1!

41

o

-lo

'tl
12

-1,

la_
v

RSUD dr R. SOETRASNO

DINAS PEKERJMN UMUM DAN PENATMN
RUANG

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINOUNGAN MASYAMKAT
BADAN PENANGGUI.ANGAN BENCANA
DAERAH

U NAS SOSIALJEI'iEENDAYMN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN

IEE?4q-u_'s4.I.U"t!l!I-.UpAry-IEltGj_rG!:4
p rj! A,s-l E tTAJ{ l4 !.pa l! p.4l!_G.{N

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

o r ru n slieiE n o u-o u x A r'r-oA r,r-Ce r,r cnrniA H

SIPIL

OINAS PEMBEROAYMN MASYAMKAT DAN
DESA

OINAS PERHUBUNGAN

OINAS KEBUOAYAAN DAN PARIWISATA
DIIMS KEARSIPAN DAN

DINAS KEI,AUTAN DAN PERIKANAN

(250,000,000)

qERWAKtt N MKYAT oAEMH
TI DAN WAKIL BUPATI

TDA (BAG|AN KESEJAHTERcAN MKYAr)

gqlq&€4gB!_u!tuns

SEIUIBJqE!-U]A!E!,!EEUI
p_EI4_p49! !!_t$!ul_
S_ETDA (BAG|AN ADM PEr

9_Elq{q9ta!_aqu_BEM!41

KECAMATAN SUMBER

KEUANGAN DAN ASET DAFRAH
2,772,250p00 1,530,000.000 272,250p00 r,802,250,000



PENDAPATAN ASLI DAERAH
SKPD

I

f,o

JUMLAH

RANCANCAN APBD2Ol8

Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribugl

Daerah

Haall Pengelolaan
Kekayaan Oaerah
yang dlplaahkan

Lsln-laln
Pendapatan Aell
Daerah yang Sah

JUMLAH

2 3 4 5 6 7=+3+4+5+6
DINAS KESEHATAN 292,000,000 42,627,034,184 42,919,634,184

l- KASNU
91,000,000,000 91,000,000,000

OINAS PEKERJMN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

1,000,000,000 20,000,000 1,020,000,000

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

1,115,000,000 't ,1 I 5,000,000

121,535,000 121,535,000

F--
1 30,000,000 130,000,000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1,382,674,500 1,382,674,500

le

110

lr.-

356,745,000 356,745,000
UAN I-AKIWIIiAIA 1,032,000,000 't,032,000,000

HEI(IAANAN 't2,707,919,265 178,809,000 12,886,728.265

,'

uil\60 rEF[\uuD I xlANl
PERDAGANGAN, KOPERASI OAN UMKM

SEKRETARIAT DAEiAI -"
Bag. Umum

aa! Aom i riiiiii; i p;rek,;;;;ia;

3,635,01 0,000 2,247,785 3,637,277,765

r J5,000,000 9,257,000,000 9,392,000,000

90,000,000 90,000,000

9,257,000,000 9,257,000,000
Ea g. 

^eseJanreraan 
f<aKyat

Bag. Humas 45,000,000 45,000,000

14

UII\AO TEI\UATA I AN, I'EN(jEL()LAAN
KEUANGAN DAN ASET OAERAH (SKPD)

94,514.000.000 1,020,0.15,235 10,974,594,706 106,508,609,941

uI Y^u r Er\nrl^tvtAt\ tuvLrAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA

JUMLAH 94,514,000,000 22,929,499,000 9,257,000,000 144,802,705,055 271,502,204,655



IEKAPITULASI PENDAPATAN ASLI OAEMH
,ER SKPO

I0 SKPD

PROYEKSI PENDAPATAN ASLI OAERAH

PEMBAHASAN

PERSETUJUAN

Harll Pajak Daerah
Hagil Retrlbusl.

Daerah

Haell Pengelolaan
K€kay.an Oaorah
yang dlphahkan

Laln-laln
Pendapatan Arll
Daerah yang Sah

JUMI.AH

1 2 I 9 10 1',! 12=8+9+10+'l1
1 DINAS KESEHATAN 292,600,000 42,627,034,184 42,919,634,184

2

J

-;--

RSU R. SOETMSNO 97,000,000,000 97,000,000,000

DINAS PEKERJMN UMUM DAN
PENATMN RUANG

1,000,000,000 20,000,000 1,020,000,000

DINAS PERUMAHAN OAN MWASAN
PERMUKIMAN

1 ,'1 15,000,000 1 ,115,000,000

5 OINAS PERTANIAN DAN PANGAN 121,535,000 121,535,000

b

i
UINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 30,000,000 130,000.000

UINAS 1,361,924,s00 1,361,924,500

8 DINAS KOMUNII(ASI DAN INFORMATIKA 356,745,000 356,745,000

I UINAS Kh,tsUDAYAAN DAN PARIWISATA 1,032,000,000 1,032,000,000

u U NAli KELAU IAN DAN PERIMNAN 12,937,919,265 278,809,000 13,216,728,265

1 UINAS PEIiINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN. KOPERASI DAN UMKM

3,635,010,000 2,267,765 3,637,277.765

1t strKXEIAHIAI UAERAH 1 35,000,000 9,257,000,000 9,392,000,000
Eag. umum 90,000,000 90,000,000
tsag. A0mtntstrasi Perekonomian 9,257,000,000 9,257,000,000
trag. nesejanreraan KaKyaI

Bag. Humas 45,000,000 45,000,000
UII\AD I'E NLJAPA I AN, PINGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)

96,286,2s0,000 1,020,015,235 1 1,974,594,706 109,280,859,941

ur I lA9 r Et\At\AtvtAt\ fvt\JuAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA

20,750,000 20,750,000

JUMLAH 98,286.250.000 23,158,499,000 9,257,000,000 151,902,705,655 280,604,454,655



IEK,APITULASI PENOAPATAN ASLI DAER,AH
ER SKPD

EERTAMBAH(BERKURANG)

17=13+14+15+16

RSU R. SOETRASNO

DINAS PEKERJMN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DINAS PERUMAHAN DAN MWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERTANIAN OAN PANGIN

DINAS LINGKUNGAN HI

DINAS PERHUBUNGAN

Drnas KoMUNtt<Rst DAN tNFoRMATnq

ii t rlns-x e zu oevanr.r-oe p pan rw I sern

o r run S iiir-a we ru-rier.r F i C I KANAN

DINAS PERINDUSTRIAN.
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

SEKRETARIAT OAERNI.I 
___'

tsag. Administrasi perekonomian

Bag, Kesejahteraan Rakyat

o t ruas-p e ru onpnre[E rvoEtoG[
KEUANGAN DAN ASET OAERAH (SKPD)

DrNAs FENANAMAN MoDAL-
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN



0PPKAD (PPKD)

KOOE REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) PEMBAHASAN

RANCANGAN

APBD 2018
PERSETUJUAN

BERTAMBAH /
{BERKURANGI

1 2 3 1 5=4.3

,20 , 1.20.05 . 00 .00 .4 TtrNUATAI AN 1.505.619.139.000 l-506.6t9.t39 000 1.000.000.000.au.uo, uu ,uu .4.2 DANA PERIMBANGAN |,097,531 .188.000 1.097.531..188 000
,zu. 1.:1u.05. 00. 00 .4 .2 .? lanq@ 815.321,417.000 815.321.417.000

ransler nnusus 282.210.071.000 282.210.071.000
LZU . t.ZU.UC. UU . UU . {,3_
.uq-t!.29!Lqq_.00. 1

1.20. 1.20.05. 00, 00. 4. 3. 3

r-A!!!:l-AtN PENDAPATAN oAEMH YANG SAH 408.087.651.000 409.087.651.000 I,000,000.000
-utruarpir(aIl ntoan 57.432.800 000 58.432.800.000 't.000 000 000
)ana Bagi Hasil PajaUBukan ealai Oiri erwinsiOan

lsqg!{eh Daerah Lainnya
95,000,000,000 95,000,000,000

LZq- 1 
_?.q. 01 .-qq. 00_.4_!-4 )ana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 228,728,361.000 228,728.361.000zu. l.tu.uo. uu. uu.4.3. b 3antuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah

)aerah Lainnya
26,926,490,000 26,926,490,000

.20 . 1.20.05 . 00 .00 .5 3EI.ANJA 109.573.476.s00 411.81257As00 2.239.200.000vu,uu,o.1
00,00.5. 1 ,4

IEIJTIJA TIDAK I.ANGSUNG 409.573.478.500 411.812.676.500 2,239,200,000
:g!anE_j1p8n 56.510.600.000 58.159.800.000 '1.649.200 000(ANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
,ERLIIDUNGAN MASYAMKAT

450,000,000 460,000,000 10,000,000

DINAS KoMUNtKASt DAN rrurnpuairna
25.000.000 25,000.000u[r^o rtr^il\uuD I xtAN, TEKUAUANUAN,

KOPEMSIDAN UKM
175,000,000 255,000,000 80,000,000

235000300
DINAS KEI.AUTAN DAN PERIKANAN 1.231.000 000 1 d66 000 onn
e,,t,rv r Lrt^r!^rvr^tr tuvuAL, TtrL,lIANAN lEKpAuL
SATU PINTU OAN TENAGA KERJA....--

120,000,000 120,000,000

AI\IAN UAN I'ANUAN 8.348.000.000 8,593.000.000 245,000.000DINASPERUMAHANDM
2,330,000,000 3,990,000,000 r,660,000,000

vL I s^ [e^ur^rr AE:otrJAn I trHA,AN lvlllyA l) 19,620,000.000 20.150.000.000 530.000.000

)INPENOIKPORA
1,505,000,000

2'1.286.600 000
1.555.000 000 50.000.000

20.115.800 000 ll 17n enn nnn'

^^I\ 
MN b YAI(AKA I UAN DESA 500,000,000 500,000,000

vr, !^v vvvr^L, r trMDtrrluA I tvtN TEXEMIJUAN
DAN KELUARGA BERENCANA

70,000,000 80,000,000 10,000,000

trDtrIlA IAN
850,000,000 850.000.000

920,000.000
Jeroiltd ouilauan !oslgl

9.855.000.000DINAS PERUMAHAN DAN KAWASANFERMUK'IMAN 7,585,000,000 8,505,000,000 920,000,000

250,000.000 250,000.000v,,t,rv vvvr^L, rftvloEnuAlrvtN rtrKEMruAN
941!_G!!4894 BERENCANA

1,100,000,000 't,100,000,000

r 20 1 20.05.00 00 5. I .6 Js,o,,ro eogr ndur Atspaoa rroptnStrIaoupaten/Kola
lan Pemerintah Deea

6,455,961,000 6,455,961,000

DINASPEMBERDAYAAffi
0,455,961,000 6,455,961,000

1 20. 1.20.05.00,00.5. 1 .7 Flalrnir Danr, .rvvqrruqil t\sPqqo
Provinsi/Kabupaten/Kota-pemerintahan Desa dan

336,671,915,500 336,34'1,915,500 (330,000,000)

r:.Ljlllon\rr^N I A I A I,EMEKIN I AHAN)
(aArr^o ?Ee^Trnrmi;;=-=;.-:=:.1-=-: 

-
224,500.000 224.500.000,rLv^ | v^rr p^t\uon I r\JLI I lA UAN

TERLINDUNGAN MASYAMKAT
1,090,956,000 1,090,956,000

JII\AO AtrDtrNAIAN
irt\'A 2,500,000.000 2,500,000,000

UAN UtsSA 332,856,459,500 332,526,459,500 (330,000,000)

lalonia Ti

'UBPlUg(qEflglII
1.000.000.000

1.096.045.662.500
1.000.000.000

I 0qr. nnn ra,: a
= 

L'-i-'--. : :--::::y-:i _v_._ _ _. __
?_0 : :!.20:0_s ._0_q .gg_. .q_.-l__ __.

,EMtrIAYAAN UAERAH

ieLt_e-tLr4af Uf EUEny,,ANoAq14a_ 93.104.380.02s ln? A,O AO' ar6



REKAPITULASI

EELANJA TIDAK LAIIGSUI,IG

ORGANISASI
B.hnlt Br'rlurn

Kcurngrn Kcprdr
Prcplnrl,X.hp.t n,

Kob, Prmrlnhh
orlr drn Prrhl

Porut

lWSdl8-qqEri49!9_ __
)INAS PEXERJMN UMUM DAN

ENATMN RUANG

PERUMAHAN DAN
(AWASAN PERMUKIMAN

rPOL PP

KESATUAIII MNGSA
DAN PERLINDUNGAN

in[Fiuruoc-[u{Honl
t{94!!A9!!E-8A!!--__
iAS SOSIAL. PEMBERDAYMN

PEREMPUAN OAN KELUARGA

EERENCANA

8,964,504,000

4,689.578.000

_.--s-4gJg2,!qq
t,301,059.000

2,792,175,000

PEI,AYANAN TERPAOU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA

OINAS PERTANIAN OAN PANGAN

KEPENOUOUKAN DAN
,TATAN SIPIL

PEMBERDAYMN
,YAEAIAI i4[!E9A

OINAS KO{\,IUNIKASI OAN

INFORMATIXA

KEBUOAYMN DAN

)INAS KEARSIPAN DAN

\S PERINOUSTR \N,
PERDAC,ANGAN, KOPEMSI DAN
UKM

PERWAKILAN MXYAT

XESEJAHTERMN RAXYAT)

setbn f sAGtAl(t oRcAN;;iSi
llgE_qw{all_-
!g--0L19{G_r4I_q!LU!l_

SETDA (BAGIAN TATA

ETDA (BAGIAN ADM

ECAI/ATAN EULU

ECA&_aIAN rAsEM
$/ATAN PANCUR

il,IATAN SLUXE

1,301,059,000

2,792,r75.000 I

9,181,346,000 i

4,595,123,000

12,0r0,a90,000

3,431,727,000 i

3.29t,i184,000

2,528,340,000. 

i

lvlATAN PATilOTAN

_2J61,309,000 t,870,938.000



REKAPITULASI

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Kcurngtn Kcprdr
ProplnrUKrbuprtcn/

Kou, Prm.rlnhh
Drlr drn hrbl

Polltlk

4

-5'

-q-
7

8--

I

DINPENOIKPORA

OINAS KESEMTAN
RSUD dT R SOFTRASNO

8,964.504,000

4,689,57E,000

1,301,059,000

2,792,175,000

9,161,346,000

4,595.123.000

12.701.496.000

3,1t]1,727,000

3,291,484,000

PENATMN RUANG

DINAS PERUMAHAN OAN
KAWASAN PERMUKIMAN

SATPOL PP

KESATUAN BANqSA,

DAN PERLINOUNGAN

PENANGGULANGAN

SOSIAL, PEMBEROAYMN
PEREMPUAN DAN KELUARGA

BERENCANA

orNrSFE[ANrumt-u-o-olr,
PELAYANAN TERPADU SATU

TU OAN TENAGA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KEPENDUOUKAN DAN

tqry9aIAI4I_st!11_
DINAS PEMBERDAYMN

ASYARAXAT OAN OESA

KOMUNIKASI DAN

KEBUDAYMN OAN

DINAS KEARSIPAI)I DAN

OEWAN PERWAKILAN RAI(YAT

SETDA

sErol teAGtAN 
-.

(BAGIAN ORGANISASI

EPEGAWAIAN)

rFlqA$aat4l-quluL

gErEll4E!Ai9i8S__

KECAMATAN KALIORI

gll{auN s..J_r4!g.--
CAI/ATAN SUMBER

ECA}/ATAN BULU

rAN LASEM

ECAIIIAIAN PANCUR

l(ECAI\,IATAN PAIIOTAN

AN
l^T^tt aEn^tt



REKAPITULASI

BELANJA TIOAK LANGSUNG

OISETDA GAGIAN TATA
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KECAIJ|ATAN EULU

KECAI/ATAN LASEM
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KECAI/ATAN PA,VIOTAN

ICAIvIATAN GUNEM

\TAN SALE
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hISETDA (BAGIAN AOM
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REKAPITU LASI BELAI{JA LAI.IGSUNG

N0. SKPD
RANCANGAN APBD 2018

Belanla Pegawri Belenle Barano Jma Belenle Modrl JUMLAH

2 3 4 5 6 = 3+4€

NPFNDIKPORA 22,818,412,000 46.920,336,000 59.643,552,000 129,382.300,000

2 NAS KESEHATAN 25,709,089,200 32,33.l,601,984 21.103,302,000 79.143,993,184

3t StJD dr R. SOETRASNO 43,937,151 ,000 37.232.849.000 39,430,000,000 120.600.000.000

4 IINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

IUANG

2,863,971,000 3,033,770,150 175,031 ,424,850 r80,929,166,000

)INAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
IFRMI.IKIMAN

1,206,430,000 3,993,720,000 17,935,430,000 23,135,580,000

n iATPOL PP 2.271.958,000 1.690.634,000 1,014,876,0m_ 4,977,468,000

7 IANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK OAN

)FRLINDUNGAN MASYAMKAT

1,207,010,000 606,990,000 1 ,8'14,000,000

I }AtJAN PENANGGULANGAN BENCANA

)AFRAH

751,700,000 1,576,300,000 463,000,000 2,791,000,000

I )INAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN
)EREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

3,039,974,000 10,239,516,000 775,300,000 14,054,790,000

10

]INAS PENANAMAN MODAL, PEI-AYANAN

TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

806,180,000 2,009,620,000 94,200,000 2,910,000,000

11 ]INAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.874.258,000 34.051.702.000 1.027.040.000 36,953,000,000

12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.997.276,000 3,187,157,000 7.657.595.000 12.842.028.000

13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

1,906,076,000 1,279,665,000 108,850,000 3,294,591,000

14 DINAS PEMBERDAYMN MASYAMKAT DAN

DESA

6'13,445,000 2,147,450,000 73,590,000 2,834,485,000

15 DINAS PERHUBUNGAN 1,765,440,000 10,200,725,000 8,732,000,000 20,698,165,000

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 702 905 000 1.191.935.000 367,'t60,000 2,262,000,000

tt DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 852,155,000 2.886.240.500 1.666.604.500 5,405,000.000

18 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 427,1 50,000 766.262.000 75.588.000 1.269.000.000

19 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3,849,160.000 2.571.415.000 18,906.625.000 25,327.200.000

20 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

KOPERASI DAN UKM

1,738,661 ,000 2,744,964,000 20,596,375,000 25,080,000,000

tt DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH

22 BUPATI DAN WAKIL BUPATI

23 SETDA r2,225,040,000 14,265.475,000 1,809,125,000 28.299.640.000

a SETDA (EAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT) 8,033,150,000 3,097,750,000 245,300,000 1 1,376,200,000

b sETDA (BAGTAN ORGANTSAST

KEPEGAWAIAN)

107,950,000 354,200,000 12,850,000 475,000,000

qEfqA EA9l4!_UUU!!)_ 't.442.410 000 4.871.090.000 1,283,500,000 7.597.000.000
d SETDA (BAGIAN HUMAS) 710,900,000 1,792.200.000 '100.900.000 2,604,000,000
o SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN) 710,400,000 1.169,600,000 1.880.000.000

SETDA (BAGIAN HUKUM) 821,350,000 465,525,000 3,125,000 't.290.000 000

s SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN) 159,430.000 1.883.010.000 2,042,440,000

h SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN) 239,4s0,000 632,100,000 163,450.000 1.035.000.000

24 SEKRETARIAT DPRD 2,872,978,000 24,865,'t83,000 763.330,000 28,501.491.000

25 KECAMATAN REMBANG 1,029.155.000 871.005.000 1 .616.890.000 3.517.050.000

26 KECAMATAN KALIORI 195.896.000 271.066.000 23,000,000 489,962,000
27 KECAMATAN SULANG 231,944.000 369.306.000 229.750.000 831.000.000
28 (ECAMATAN SUMBER 131.205.000 377.795.000 189,000.000 698.000.000
29 (ECAMATAN BULU 280,550,000 203.5't0,000 2't,000.000 505,060,000
30 KECAMATAN LASEM 113,760,000 387.500.000 501,260,000
31 KECAMATAN PANCUR 124 808.000 360.692.000 27,000,000 512,500,000
32 KECAMATAN SLUKE 210,985,000 279,615,000 47 000.000 537.600.000
33

34

KECAMATAN PAMOTAN

KECAMATAN GUNEM

259,865,000

113.730.000

616,135,000

257,770,000

39,000,000

157,800.000

915,000,000

529 300 000

35 KECAMATAN SALE 287.360.000 246,040.000 106.700.000 640,100,000
36

37

KECAMATAN KRAGAN 200,929,000 440,791,000 195.450.000 83.7,170,000
KECAMATAN SEDAN 377.040.000 197,185,000 5,800.000 580,025,000



REKAPITULASI BEISNJA LANGSUNG

N0. SKPD PERSETI JJUAN

Belanla Pegawal Belrnla Barano Jau Belanla Model JUMI-AH

1 2 7 I I lQ = /+g +g

1 DINPENDIKPORA 22,618,399,000 48.977,541,000 69.620.652.700 141,216,592,700

2 )INAS KESEHATAN 25,752,539,200 32.423.151.984 21,268,302,000 79,443.993,'184

3 ISUD dr R. SOETMSNO 43.937.151.000 41,232,849,000 41.430.000.000 126,600,000,000

4 )INAS PEKERJMN UMUM DAN PENATMN

TUANG

2,862,935,000 3,034,806,150 172,701,628,850 178,599,370,000

5 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

1,206,830,000 1,326,383,000 17,709,805,000 20,243,018,000

6 SATPOL PP 2,271,958,000 1.690.634.000 1.014.876.m0 4,977,468,000

7 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYAMKAT

1,207,010,000 606,990,000 '1,814,000,000

8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

726,780,000 1,826,220,000 808,000,000 3,361,000,000

a DI NAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

2,998,749,000 10,105,741,000 740,300,000 13,844,790,000

10

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

685,510,000 1,896,290,000 78,200,000 2,660,000,000

11 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1,359,558,000 35,408,752,000 1.334.690.000 38.103.000.000

12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 ,737,1 16,000 3,300,942,000 7.573.970.000 12.612.028.000
11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

1,890,676,000 1,255,065,000 108,850,000 3,254,591,000

14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYAMKAT DAN

DESA

613,445,000 2,262,450,000 73,590,000 2,949,485,000

15 DINAS PERHUBUNGAN 't.763.965.000 10.172.200.000 8.462.000.000 20.398.165.000

16 OINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 702.905.000 't.191.935.000 367.'t60.000 2,262,000,000
17 DINAS KEBUDAYMN DAN PARIWISATA 874,155,000 2.804,240.500 1.566.604 500 5.345.000.000
18 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 452,950,000 1.000,862,000 245.188,000 1.699,000.000

19 )INAS KEI.AUTAN DAN PERIKANAN 3,851,420,000 2,919,155,000 18,806,625,000 25,577.200.000
20 ]INAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

(OPERASI DAN UKM

1 ,730,'161 ,000 2,932,789,000 20,617,050,000 25,280,000,000

21 )EWAN PERWAKII-AN MKYAT DAEMH
22 BUPATI DAN WAKIL BUPATI

23 SETDA 12,374,005,000 14,808,660,000 1 ,631.975.000 28,814,640,000

SETDA (BAGIAN KESEJAHTEMAN RAKYAT) 8,033,150,000 3,047,750,000 245,300,000 I 1,326,200,000

sETDA (BAGTAN oRGANtSAS|

KEPEGAWAIAN)

107,950,000 354,200,000 't2,850,000 475,000,000

SETDA (BAGIAN UMUM) 1 .442.410 000 4.871.090.000 1,283,500,000 7.597.000.000

SETDA (BAGIAN 710.900,000 1.793.600,000 9,500,000 2.514.000,000

IE_T.QAG _qE!_I IA_tEirEEM 634,125,000 1.245.875.000 1,880,000,000

s EIQA ( B1_G]AJ! H U [U!t__ _ _ 755.350.000 461,525,000 3,125,000 1,220,000,000

9EIALGA-G.|4!4AI[ 210.670,000 2,561,770,000 20.000.000 2,792,440,000

9EI-9t(9A914!4p!4_P-E:t484[GTTNANL 479,450,000 472,850,000 57,700,000 1 ,010,000,000

24 SEKRETARIAT DPRD 2,870,728,000 26,640,648,000 780.215 0m 30,291,591,000
a<1J

,6
KECAMATAN REMBANG 1 ,029,155,000 871.005.000 1 ,616,890,000 3,517,050,000
KECAMATAN KALIORI 207,236.000 263.726.000 19,000,000 489,962,000

27 KECAMATAN SULANG 250,444,000 350,806,000 229,750,000 831,000,000

28 ECAMATAN SUMBER 155,205,000 348,795,000 194.000.000 698 000 000

29 ECAMATAN BULU 281,550,000 202,510.000 21,000,000 505.060.000
an ECAMATAN LASEM 189,110,000 312,150,000 150.000.ocx) 651,260,000
31 KECAMATAN PANCUR 185,708,000 299.792.000 27,000,000 512,500,000
32 KECAMATAN SLUKE 246,035,000 252,565,000 39,000.000 537.600.000

33

34

KECAMATAN PAMOTAN

KECAMATAN GUNEM

252,825,000

187,020,000

623,175,000

264.480 000

39,000,000

77.800.000

915,000,000

529.300.000

35 KECAMATAN SALE 287.360.000 271.040.000 111,700,000 670,100,000
36 KECAMATAN KMGAN 200.929.000 440,791,000 195.450,000 837,170,000
37 KECAMATAN SEDAN 344.940.000 t98.285.000 36,800,000 580,025,000
?A traAlrATAt\l aADlt\lll aa nrn nnn oa2 aan nnn oA2mmn



REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

SETDA
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11 =7 -3 12=8-4 14 = 11+1

DINAS KESEHATAN

89UQ dr R. SoETMSNo
DI NAS PEK ERJAAN UMUM DAN-FEIIIiINN

PERUMAHAN DAN KAWASAN

KANToR KESATUAN BANGSA, poTrrx ffi
EEBIINqUIGAN MASYA MKAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYMN -
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENANAMAN MODAL, PET,AYANAN
SATq PINTU DAN TENAGA KERJA

l!.ry6s PIEIA!.I{N DAN PANGAN

DINAS KEPENDUDUKAN ONru PEI{ENTETEI.I
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v. PEIVUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD
dalam membahas Raperda tentang APBD
Tahun Anggaran 2018, selanjutnya sebagai
guna Persetujuan DPRD dalam Rapat
Kabupaten Rembang.

Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang
bahan pertimbangan
Paripurna IV DPRD

Rembang, 30 November 2OlT

DEWAN PERtrTAI(ILAN RATIYAT DAIRAII
I(ABUPATEN RTMBANG

BADAN AITGGARAN

Ketua,

ttd

H. MA"IID I(AMIL MZ

Sekretaris

ttd

Drs. DRUPODO. M. Sl.

Sesuai aslinya
Sekretaris D bupaten Rembang

bina Tk. I
NrP. 1967042t 199303 1 oO9

,tN



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEARAH

KABUPATEN REMBANG

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

AI.IGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2O'8

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Il. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2OL8

Kamis , 30 Nopember?Ot7

Dibacakan oleh : Henry Purwoko, SPd

Assa la m u a,la i ku m Wa roh matul la hi waba r:okatu h....

Selamat siang, dan Salarn sejahtera bagi kita semua ....

Bismillah., Alhomdulilloh,, Assholotu Wassalomu a'lo Rosulillo.,We'oloo olihiwosohbihi
womowwalah., laohoulo wolaa quwwato illabillah..., Ammo ba,do......

Yang kami hormoti :



=> sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan ,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepara Bagian setda , dan para camat di

lingkungan Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..

=> sdr. Pimpinan organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan wartawan,
serta semua hadirin yang berbahagia.

' Sebelum kami menyampaikan Pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita,
selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat ALLAH SWT, atas segala limpahan
Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai
saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir mengikuti Rapat Paripurna DpRD ini ,

dalam keadaan sehat Wal afiat, tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita
MUHAMMAD sAW, dan para shahabat, beserta seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati don wokil Bupoti, serto segenqp Sidong Dewon yong komi Hormoti...,

Mengawali penyampaian Pendapat akhir kami, terhadap Rancangan perda,

tentang APBD Kabupaten Rembang tahun 20t8 , terlebih dahulu kami mengucapkan
selamat hari Guru pada tanggal 25 Nopember 20L7 karena ditangan beliau para guru

inilah yang akan mencetak pemimpin - pemimpin bangsa ini kedepan. Dan kami juga

mengucapkan selamat kepada Pejabat- pejabat baru yang telah dilantik kemarin,
semoga beliau-beliau benar-benar amanah dan mampu bekerja lebih baik dan
profesional sehingga visi-misi bupati dan wakil bupati benar-benar bisa terwujud.
setelah mendengarkan jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh sdr. Bupati

, dalam rapat paripurna ke lll , pada hari Selasa , tanggal 21 Nopember 20L7, terhadap
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi , dan selanjutnya dilakukan pembahasan melalui
rapat-rapat di Komisi , bersama dengan OPD terakait , Rapat Banggar dan Pimpinan
Komisi , serta Rapat Banggar dengan TAPD , Alkhamdulillah semua dapat diselesaikan
sesuai dengan waktu yang direncanakan .

Sidong Dewon yong kami hormoti.,...,



menerimo don menyetuiui , RAPERDA Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ini ,

dijadikan PERDA, Tentang APBD Tahun Anggaran 2OL8, dengan segala perubahan dan
pergeseran yang ada , didalam pembahasannya.

Di dalam Pendapat akhir ini , ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan , sebagai

usulan dan masukan , antara lain sebagai berikut :

1. Mencermati pengantar nota keuangan RAPBD 2018 yang disampaikan oleh
Saudara Bupati pada Tanggal 20 nopember 2017, Yang bertemakan penguatan
pembangunan potensi ekonomi unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif
menuju kemandirian daerah, kami berharap arah kebijakan pemkab, terhadap
pembangunan pariwisata lebih diperkuat, karena kami melihat banyak potensi

wisata di kabupaten Rembang yang belum tergarap dengan baik karena lahan

kepemilikan yang belum jelas dan sistem kerja sama antara desa dan pemkab.

Yang belum jelas padahal potensi yang ada di Rembang bisa untuk meningkatkan
pendapatan daerah yang signifikan dan pendapatan masyarakat dengan multi
player efek yang ditimbulkan dari pembangunan wisata, untuk itu kami

mengusulkan beberapa halyang perlu dilakukan :

a. Memprioritaskan pembuatan Riparda daerah karena ini merupakan ruh
pembangunan pariwisata dan juga amanat undang- undang

b. Memperkuat sumber daya manusia yang ada di Dinas pariwisata dengan
tenaga-tenaga yang potensial dan mempunyai keahlian di bidang
pariwisata .

c. Mengidentifikasi potensi-potensi wisata yang ada di Rembang, yang bisa di
garap menjadi potensi wisata unggulan, dengan segala permasalahannya

untuk segera ditindaklanjuti dengan kebijakkan yang tepat. contohnya
banyak potensi wisata di daerah Rembang yang tanahmya milik perhutani
dalam hal ini kita dapat membangun kerjasama dengan perhutani, untuk
mengelola potensi wisata bersama, dan segera bentuk kerjasama
pengelolaan antara pemkab. dan desa bagi obyek wisata yang status
tanahnya menjadi milik desa. Agar dalam pengelolaannya tidak parsial dan

memliki arah yang jelas kalau pemkab. menjadi ujung tombaknya.

2. Berkaitan dengan Pilkades serentak di kabupaten Rembang tahun 2OLl,
sebanyak 8 (delapan) desa, yang besuk hari Rabu , tanggal 06 Desember 2017
akan dilaksanakan, menurut pantauan kami, sejak dari penjadwalan tahapan
kegiatan sampai dengan saat ini, secara umum masih kondusif , dan kita
berharap, semoga semua dapat berjalan dengan lancar, aman , damai dan sukses.
l\Iaclzinrrn r.lamiLian Lami A^-i C-^|,-i n^..+^: rt^--^+..^- rr^-L- 
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3. Sesuai hasil rapat ditingkat Komisi bersama OPD , dalam pembahasan disepakati
bahwa, program kegiatan yang tercantum didalam Rancangan APBD tahun 2O1g
ini, adalah prioritas kegiatan yang 95 % dapat dilaksanakan . Maka sehubungan
dengan hal tersebut , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta
kepada Pemkab , supaya komitmen yang sudah disepakati ini benar-benar
dilaksanakan dan ini menjadi tolak ukur bagi pemkab. untuk rrrenilai kinerja
masing-masing OPD. Tentunya sistem reward dan punishmen juga dissesuaikan
dengan penilaian kinerja tersebut.

Berkaitan dengan jumlah personil tenaga teknik , di opD Dpu raru dan
Dinperkim, juga di satpol pp, yang masih sangat minim, dibanding beban kerja
yang ada, maka sehubungan dengan hal tersebut, agar rasio tenaga dan beban
kerja seimbang, kami dari F-PPP mengusulkan agar pada OPD tersebut dapat
ditambah tenaga kerjanya , sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.

Dalam rangka percepatan peningkatan Pendapatan Daerah, mengingat kedepan
akan semakin berkembang industri di Rembang, dan untuk penanganan
pendapatan dari sumber pajak dan retribusi daerah, serta untuk meningkatkan
kapasitas kelembagaan dibidang pengelolaan pendapatn daerah , kami dari
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon, kepada pemkab Rembang , agar
Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang dipisahkan
dengan BPPKAD dan dibentuk OPD sendiri berbentuk Badan. Kami juga meminta
pemkab.melakukan trobosan dalam menaikan pendapatan tentunya trobasan-
trobasan tersebut jangan memberatkan masyarakat dan juga kedepan dalam
meningkatkan PAD, tidak menprioritaskan sektor tambang karena biaya recovery
yang dibutuhkan tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan. Misalnya
kita dapat seperti Surakarta yang pendapatan daerahnya ditopang oleh sektor
wisata baik wisata budaya, wisata alam alam dan kulinernya. Kami yakin wisata
alam Rembang, lebih indah dari pada Surakarta dan juga wisata budayanya tidak
kalah dengan Surakarta.

Tentang ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, kami dari FPPP mengapresiasi
yang banyak membangun pasar-pasar tradisional dan memodernisasi pasar

tradisional menjadi lebih indah dan nyaman agar mampu bersaing terhadap
pasar modern yang banyak tumbuh di Rembang. Hal ini menunjukkan komitmen
yang kuat dari saudara Bupati untuk melindungi pedagang kecil dan tradisional
agar tetap mampu bersaing dengan pengusaha besar. Tetapi dalam hukum
dagang persaingan yang kompetitif akan tetap berlaku, dan kami menyadari
pemkab. tidak bisa intervensi terlalu jauh terhadap hukum dagang yang berlaku ,
pemkab. hanya bisa intervensi dengan kebijakan, untuk itu kami mohon dalam
maaarlri+Lan iii^ iiia *^l-^ 

-^-t^-- -t^.. -.---l--.^- L----^ L^--^ - r- - - - - r

4.

5.

6.



Terkait dengan ekonomi kreatif, kami F.PPP melihat banyak anak- anak muda kita
yang mampu berinovasi menciptakan produk-produk baru yang karyanya

diminati pasar saat ini, dari bahan baku yang banyak tersedia di rembang yang

selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik seperti produk herbal asli lasem yang

mampu menembus pasaran Jakarta, sabun etawa dari sulang, batik dari Bulu,

kripik cacing dari ngadem, kerajinan tas dari sumber dan lain-rain.

Kalau ini digarap dengan baik akan mampu menumbuhkan ekonomi sekitar dan
membuka tenaga kerja baru bahkan mengakat citra rembang di luar daerah.

Kami F.PPP meminta OPD yang terkait mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi
kreatif yamg ada di Kabupaten Rembang dan melakukan pembinaan secara

serius , membantu promosi dan memfasilitasi untuk menyiapkan pemasarannya,

bukan hanya sekedar memberikan pelatihan-pelatihan tanpa diikuti pembinaan
setelah pelatihan.

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Fersatuan Pembangunan, Terhadap
Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 ini , Semoga apa
yang kita rencanakan dapat berhasil dan bermanfaat, untuk Masyarakat dan pemerintah

Ka bupaten Rem bang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Wallahul Muwaffiq llaa aqwamitthoorik .....

Wassalam u a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....



Rembang , 30 Nopember 2017

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKTIAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS
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PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2018

FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang

Telp. (0295) G91194

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2018

KAMIS,30 NOVEMBER 2017

Dibacakan oleh : MUGIyARTO, S.T.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

selamat siang dan satam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati .

1. Saudara Bupati dan Wakit Bupati Rembang
2. saudara Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten

Rembang

3. FORKOPTMDA Kabupaten Rembang

4. saudara sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten sekretaris Daerah, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan camat
di Lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang

6. saudara sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta staff



Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, marilah kita tidak henti-

hentinya mengu€pkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan

inayahNya sehingga pada saat ini kita semua masih bisa menikmati

karunia dan rahmatNya.

Bupati, wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Terima kasih kepada Saudara Pimpinan yang memberikan kesempatan

kepada Fraksi Demokrat untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi

atas hasil pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 201g.

Syukur athamdulillah tahapan demi tahapan pembahasan Raperda

APBD Tahun Anggara n 2018 mulai dari penyampaian, pembahasan

ditingkat komisi, banggar berjalan dengan baik dan lancar sehingga

Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 bisa terselesaikan sesuai

dengan jadwal.

Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiimi Kami Fraksi Demokrat

Menvetuiui RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan

menjadi PERDA APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk

ditindak lanjuti, antara lain :

1. Kami Fraksi Demokrat meminta kepada Pemerintah Kabupaten

Rembang supaya dalam perencanaan anggaran, konsuttan harus

cermat dan teliti, supaya tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, serta dalam pengawasannya perlu di tingkatkan.

2. Sesuai visi misi Bupati dalam RPJMD bahwa target jalan tanpa

lubang di kabupaten Rembang, akan tetapi berum di imbangi

dengan anggaran yang cukup besar.

3. Mohon perhitungan dana perimbangan yang matang dan selalu



4. Mohon PEMKAB kedepan dalam menyampaikan KUAPPAS t
RAPBD tidak selalu mepet sehingga tidak optimal dalam
pembahasannya.

5' Mohon SK Bupati terkait aset jalan / jembatan di Kabupaten harus
mengakomodir semua jalan poros desa dan jalan_jalan desa yang
volumenya sangat besar yang tidak mampu dikerjakan desa.

6. Mohon Perhatian Bupati dan terutama Kabag Hukum bahwa
pengiriman Raperda non APBD pasti di akhir tahun padahar
propemperda sudah ditetapkan setahun seberumnya
Apa masatahnya !!!.

7. Dengan kenaikan Tpp yang signifikan, Kami Fraksi Demokrat
berharap:

a. Agar bisa meningkatkan kinerja ASN secara profesionar dan
proporsional.

b' Meningkatkan pendapatan asri daerah dan menggari potensi-
potensi yang bisa menjadikan embrio-embrio pendapatan
pada sektor-sektor yang ada di Kabupaten Rembang.

Bupati, wakil Bupati dan Rapat paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan,
akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua,
Para wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan;
Kami ucapkan terima kasih tetah mengikuti dengan seksama
penyampaian ini, semoga Allah swT, Tuhan yang Maha Esa
senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan
perlindungan kepada kita semua datam metaksanakan tugas dan
tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf



Rembang, 30 Novemb er 2017

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS

Q*,
EKA SISWA KARTI o'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PAR'AI TEBAilEK]TAN BATIOSA
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PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERIIADAP

RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN TAHUN ANGGARAN

2018
disampaikanoleh

Assalantualaikum, wr.w b.

Yang terhormat Saudara Bupati dan wakil Bupati Rembang

Yang terhormat Pimpinan dansegenap Anggota DpRD Kab. Rembang;

Yang terhormat Forkompimda Kabupaten Rembang, Komandan / Kepala Kesatuan TNI-pOLzu,
Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri Rembang

Yang terhormat Seketaris Daerah dan Seketaris DpRD Kab.Rembang

Yang terhormat Para Pejabat dilingkungan Pemkab Rembang serta Para Camat Se-Kabupaten

Rembang

Yang terhormat Para Pimpinan Parpol, Wafiawan, Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan

Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini, marilah bersama-

sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan

Hidayah-Nya sehingga pada hari ini, kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DpRD Kab. Rembang

dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas RAPERDA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG
TAHUN TAHLTN ANGGARAN 2018 dalam Keadaan Sehat wal'afiat.



Sidang Paripurna yang kami hormati.

Demi menghasilkan sebuah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran

2018 yang berkualitas dan benar-benar berpihak kepada mayarakat, DPRD Kabupaten Rembang dan

Pemerintah Daerah telah menjalani masa rapat dalam rangka membahas Rancangan APBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018. Keseluruhan rangkaian rapat yang telah

diselenggarakan, dilaksanakan dalam bingkai semangat liemitraan dan persaudaraan. Kesungguhan

DPRD dan seluruh jajaran eksekutif selama masa-masa rapat ditunjukkan melalui diskusi yang

cukup mendalam dan sungguh melelahkan, diskusi yang serius dengan mengungkapkan gagasan-

gagasan kritis-konstruktifl baik dalam rapat keda komisi, maupun dalam rapat Badan Anggaran.

Oleh karena itu FPKB menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang

terlibat dan telah menunjukkan komitmen kemitraan selama masa rapat ini.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang atas hasil pembahasan

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD Kabupaten Rernbang

Tahun Anggaran 2018, FPKB memandang perlu untuk memberikan catatan sebagai berikut :

l. Seluruh hasil pembahasan termasuk beberapa pergeseran, penambahan dan pengurangan

anggaran dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 20I8,FPKB berharap agar semua OPD

sebagai pengelola anggaran dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2018 hendaknya mengacu

pada prinsip efisiensi, efektifitas dan disiplin anggaran yang tepat waktu, dan tepat sasaran sesuai

apa yang telah direncanakan dan disepakati dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

2. Program-program dan kegiatan-kegiatan di tiap OPD agar kedepan direncanakan lebih matang

dari sisi kemanfaatan, anggaran dan teknis pelaksanaan agar program dan kegiatan tersebut betul-

betul berkualitas, bermanfaat, afektif dan efisien.

3. Terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur dengan pagu yang besar agar Pemerintah

melakukan proses tender sesegera mungkin, sehingga pelaksanaan proyek fisik/konstruksi dapat

dijalankan maksimal pertengahan tahun anggaran. Dengan ini, diharapkan pemerintah dapat terus

melalcukan pengawasan yang intensif terhadap para rekanan pelaksana untuk menjaga kualitas

pekerjaan proyek, dan proyek dapat diselesaikan tepat pada waklunya. FPKB menegaskan agar di

tahun 2018 nanti, tidak ada lagi kegagalan pelaksanaan proyek infrastruktur/fisik karena alasan

"waktu yang terbatas".

4. OPD-OPD yang mempunyai kegiatan pembangunan infrastruktur atau proyek fisik dengan pagu

yang besar terutama DPU agar lebih hati-hati, teliti dan cermat dalam perencanaan. RAB dan



cuaca atau alasan lain yang tidak jelas. Hal ini penting, karena terhambatnya penyelesaian proyek

fisik juga menghambat pembangunan Daerah.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Beberapa catatan yang telah kami sampaikan tersebut sekaligus merupakan rekomendasi kepada

pemerintah dan selanjutnya ...........Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim", Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa dapat MENERIMA dan MENYETUJUI Raperda tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018.

Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar - besarnya .

Wallahul Muwaffi q Ilaa Aqwamittorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 30 November 2017

FRAKS I PARIA'T' Kli B AN GKITAN B ANGS A**'*&_
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FRAKSI PARTAI PDT PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Jl, P. Diponegoro No. gg Kodc pos 59212 Rbg.

PEN-DAPAT AKHIR

, FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERruANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tanggal : 30 Nopember 2017

TENTANG : RAPERDA APBD 2018

Dibacakan Oleh :Nanik Sri Sundari

As s a I am u' a I a i kum w ar o hmatu I la hi w a b a ro ka tuh

Salam sejahtera bagi kira semua

SalamResrorasi ....MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, sdr Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yang terhormat, sekretaris Daerarr Kabupaten Rembang

Ya'g terhormat, Forum Koordinasi pimpinan Daeratr ( FORKOMPINDA ) Kab.Rembang

Yarg terhormat, Staf AhIi, Asisten Bupati, Kabag di lingkungan setda Kab.Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan camat se-Kabupaten Rembang
Yang Terhormat, Sekretaris DpRD Kab. Rembang besertajajaran dan staf,

Dan Lembaga Swadaya masyarakat ( LSM ), rekan Wartawan orrnoc rro- .o*..^



Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas nilcnatrya lah

kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna. Sholawat dan salam mari kita

haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia,

Sebagai pembukaan dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi ini kami

terlebih dahulu mengucapkan yang pertama selamat hari ulang tahun PGRI yang ke -
72 yang jatuh pada tanggal 25 nopember Z}l7,semoga PGzu semakin bisa

mengemban amanah kedepanny4 yang kedua Selamat Hari ulang tatrun yang ke - 46

bagi Korps Pegawai Republik lndonesia ( KORPRI ) yang jatuh pada tanggal 29

Nopember kemarin, semoga KORPRI semakin berdedikasi dalam mengemban tugas-

tugasnya dan semakin professional dalam melayani masyarakat, dan tak lupa kami

juga mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan

jatuh pada hari jum'at tanggal I desemb er 2017 6esok, semoga kita bisa mengingat

dan meneladani suri tauladan Nabi kita Muhammad sAw.

Setelatr melewati tatrapan - tahapan dalam rangka pembahasan Raperda ApBD tahun

zll8,yang melalui rapatkomisi beserta OPD terkait ,dan setelah semua masuk dalam

pembahasan di tingkat Badan Anggaran Alhamdulillah bisa be{alan dengan lancar.

Sesuai jadwal yangtelah ditetapkan bahwa hari ini dengan agenda Rapat paripurna

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda ApBD tatrun 201g, kami

Fraksi PDI Peduangan Nasdem telah menyusun Pendapat Akhir Fraksi, adapun poin

- poin yang akan kami sampaikan diantaranya :

1' Kami fraksi PDI peg'uangan Nasdem berharap kepada sdr Bupati agar ditahun



2. Kami Fraksi PDI pe{uangan Nasdem berharap kepada semua OPD dalam

perencanaan anggaran agar lebih teliti supaya tidak ada lagi ada kegiatan di

OPD yang Urgents tapi ternyata tidak tersedia anggarannya,menurut kami ini

sangat kami sayangkan

3. Kami fraksi PDI perjuangan Nasdem berharap setiap OPD untuk tahun ke

depan lebih inovatif dan kreatif lagi dalam penyusunan kegiatan supaya tidak

terkesan monoton dari tahun ke tahun. Setiap OPD bisa bekeda lebih keras lagi

untuk mewujudkan penyerapan anggaran yang lebih maksimal minimal gO %.

Dan segera memverifikasi kegiatan hibah dan Bansos agar bisa bedalan di

awal tatrun anggaran

4. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mengingat, pentingnya pengelolaan

Badan Pendapatan Daeratr agar bisa berdiri sendiri untuk mampu mewujudkan

sebagai organisasi yang efektiv dan efisidn dalam pengelolaan pendapatan

daerah dengan dukungan masyarakat. sehingga dapat menciptakan iklim

masyarakat yang taat pajak dan tertib retibusi daerah, supaya peraturan daerah

dan aturan pelaksanaan yang berpedoman mampu mengoptimalkan potensi dari

segala sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk

kemalanulan masyarakat Kab. Rembang.

Itulah beberapa hal yang menjadi perhatian kami dalam

Pemkab dalam menyusun Raperda AI,BD tahun 20lg

semua dan masyarakat Rembang pada khususnya.

rangka sebagai masukan bagi

s€:moga bermanfaat bagi kita



HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMIMULYAKAN,

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PDI Pe{uangan Nasdem yang telah kami

sampaikan terhadap Raperda APBD tahun 2018. Dan dengan mengucap

"Bismillahirrohmannirrohim....Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menyetujui

Raperda APBD ini untuk disetujui menjadi Perda APBD tahun 2018". kurang

lebihnya kami mohon maaf yang sebesar - besarnya. Terima kasih... ...

Billahi Taufiq wal Hidayah Wassolamu alaikum wr. l4tb.

SalamRestorasi ..MERD EKA.!!!

FRAKSI PDI PERruANGAN NASDEM

DEWAN PERW RAKYAT DAERAH
5l PD,F
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PENDAPAT AKHIR
IIRAKSI PARTAI GERAKAI\I INDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD I(ABTIPATEN REMBANG

ATAS

RAPERDA TENTAITG AI\IGGARAN PEh{DAPATAI\I DAN BELANJA DAERAH ( APBD )
KABI]PATEN REMBANG TAHTIN 2018

PARTAI

GERIilDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA



Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN REtf,BANG

TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dAN BEIANJA DAERAH

( APBD ) KABUPATEN REiIBANG TAHUN 20{8

Disampaikan oleh puji santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis 30 November 2O17

Assolomu 'alaikwn wn wb.

S olom I ndonesia Roya-.....

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Y:ang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daeratr dan Para Pejabat dilingkungan Pemkab.
Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami honnati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas,

Organisasi Wanita LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali penyarrpaian pendapat akhir fraksi, dalam kesempatan ini tidak

lupa kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada ILLAHI ROBBI

atas segala karunia dan nikmat NYA yang tiada henti. Sholawat dan salam

teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW segenap para nabi dan rasul ILLAHI.

Hadirin sidang paripurna yang kami Hormati,

Setelah melalui berbagai tatrapan dalam pembahasan Rencana APBD

Kabupaten Rembang Tatrun 2018, dalam Rapat Komisi-Komisi , Rapat Banggar -

TAPD, Rapat Banggar- Pimpinan Komisi dan Rapat Fraksi, maka kami sampaikan

catatan penting sebagai berikut :

- Dengan bertambahnya Belanja Daerah yang mencapai angka 1,878 Trilyun



secara maksimal dalam kurun waktu I tahun kedepan. Kami berharap untuk

kegiatan-kegiatan yang Anggaranya cukup besar dan harus dilelang agar

didahulukan pelaksanaannya agar memperoleh waktu yang cukup. Kita

buktikan bahwa Penyerapan Anggaran sesuai dengan Scedule yang telah

ditetapakan secara Tri Wulan, aBff grafiknya bisa linier dan tidak Mbendol

Mburi. Kita buktikan batrwa semua unsur Pemerintatran yang ada di

Kabupaten Rembang bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga laju

Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang bisa berjalan lancar dan

norrral, Penyerapan Anggaran juga berjalan baik serta masyarakat bisa

menikmati dampak dari pembangunan untuk meningkatkan kesejatrteraanya.

Kami, Fraksi Gerindra Tidak ingin bahwa kejadian di Tahun ini terutang

kembali, dimana untuk Pekerjaan yang Anggarannya besar sampai saat ini

masih belum selesai. Ada yang Kontralinya selesai tanggal 22 Desember ini,

seperti trotoar rembang, ada yang selesai tanggal 25 Desemb er 2017 seperti

pekerjaan Gedung Olah Raga, bahkan ada yang belum adanya kontrak baru

seperti Pasar Sale, karena persoalan tertentu. Kenapa kita harus bermain-main

di waktu Nury time,padahal waktu yang sediakan cukup Panjang, yaitu I

Tahun, sehingga pekerjaan tersebut rawan tidak selesai serta rawan terhadap

kwalitas dan kwantitasnya karena pada akhir tahun cuacanya adalah musim

penghujan.

Pada dasarnya pengelolaan APBD itu didasarkan pada 3 kepentingan yaitu

untuk Penyelenggara Pemerintahan, untuk Pelayanan Masyarakat dan untuk

Pembangunan Infrastnrktur. Kami Fraksi Gerindra masih Prihatin terhadap

beberapa Pos Kegiatat I Program yang hanya dianggarkan 6 Bulan. Hal ini

akan berdampak terhadap keberhasilan sebuah kegiatan tersebut. Seperti pada

Dinas Kesehatan, Program Kesehatan masyarakat untuk kegiatan penyediaan

Pembiayaan dan jaminan Kesehatan ( JKRS ) cuma teranggarkan 2,01 M,

padahal kebutuhan sehamsnya adalatr 5,2 M. Kami kuwatir akan terjadi

Masalah yang berkepanjilgffi, karena orang sakit tidak bisa di Prediksi,



Kabupaten bisa memberikan Kesehatan Gratis bagi masyarakat Kabupaten

Rembang yang membutuhkan, agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Rembang.

- Selain itu pada Dinas Pendidikan untuk Kegiatan UNBK hanya tersedia

anggaran 60 persen dari total anggaran yang dibuhrhkan yaitu sekitar 8 M.

Meskipun itu Program Nasional, bukan berarti anggaran juga dari APBN,

tetapi tetap ada kewajiban Pemerintatr Daerah untuk mendukung Programnya

maupun Anggarannya Fraksi Gerindra kuwatir juga, Program ini tidak

Sukses, karena ketersediaan Komputer yang belum mencukupi apadah Waktu

Pelaksaan UNBK sekitar bulan Juni - Juli, apa mungkin kita menganggarkan

tambahan anggaran pada APBD Penrbahan yang biasa dibahas pada bulan

Serptember. Kalau implementasi dilapangan canrt marut maka akan

mempenganrhi kwalitas nilai dari siswa tersebut dan ini akan berdarrpak pada

n€rma Kabupaten Rembang dimata Nasional. Kami memahami bahwa para

Pendidik sudah membuat strategi agar peralatan komputer bisa mencukupi

untuk semua siswa dengan sistem Ujian bergelombang dalam I hari bahlmrt

ada yang sampai 3 gelombang, yaitu waktu pagi, siang dan sore secara

bergantian. Kalau masih saja kurang peralatan Komputernyq maka pasti

biaya ini akan dibebankan kepada orang tua murid. Semoga menjadi refleksi

kita kedepan.

Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucapkan

B is s millah irro hmonin o him, kami menerima Raperda tentang APBD Kabupaten

Rembang Tatrun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Perda. Atas segala

kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Semoga Anah

SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua.

Billahitaufia wal hidag,oh.

Wassolantu' oloik um Wn Wb.

Rembang, 30 Nopember 2017

FRAKSI PARTAI G RA DPRD REMBANG
(o oltEs) //-2--



DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH
IGBUPATEN REtl BANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl.Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290

E@

m

PENDAPAT FRAKSI KARYA SEJAHTERA

DPRD KABUPATEN REMBANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN REMBANG TA. 2018

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD

Kabupaten Rembang

Hari Kamis Wage, 30 Nopember 2OL7



Assalamu' alaikum wa rohmatullohi wa barokotuh.

lngkang kinormatan,

. Sedherek Bupati saha Wakit Bupati Rembang.

. Sedherek Pimpinan saha sedaya Anggota DPRD Kabupaten

Rembang.

. Sedherek Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang

. Sedherek Sekretaris Daerah, Staf Ahti, Sekretaris DPRD, Asisten

Sekda, Kepata Badan, Kepata Dinas, Kepala OPD (organisasi

perangkat daerah), Kepala Bagian Setda ugi sedherek Camat ing

o Sarta para rawuh ingkang minutya.

Sedaya puja lan puji konjuk ing ngarsa Datem Gusti Attah

ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring rohmah saha berkah,

mugi-mugi kita tansah pinaringan kesehatan lan kawitujengan saged

ngayahi kuwajiban ngawula dhateng masyarakat Rembang.

lng katodhangan menika kepareng Fraksi Karya Sejahtera DPRD

Kabupaten Rembang ngaturaken "Sugeng Dinten Dwija utawi Hari

Guru" ingkang kaping 72 (pitung ndasa katih) dhawah tanggat 25

Nopember, ugi ngaturaken "Sugeng Ambal Warsa KORPRI" ingkang

kaping 45 tanggat 29 Nopember kepengker. Kita angajab mugi para

dwija saged anggutawenthah para siswa dados putra-putri ingkang

tantip ing pikir, tembah ing manah saha tuhur ing budi pakarti; dene

katur KORPRI utawi para pegawai negeri mugi pangabdian

panjenengan mbeta manfaat kangge bangsa lan negara.



Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setetah metatui pembahasan antara komisi-komisi bersama

SKPD terkait dan ditanjutkan pembahasan antara Tim Anggaran

Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD, maka saatnya

kami menyampaikan Pendapat Fraksi Karya Sejahtera atas

Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang TA 2018 sbb.

Dengan pengataman APBD TA 2017 dimana terjadi penumpukan

anggaran pada akhir tahun yang tidak bisa tertaksana secara

makimat, baik secara kwatitatif maupun kwantitatif, Fraki

Karya Sejahtera mengharapkan agar APBD TA 2018 nanti

ditaksanakan secara optimal sehingga tidak menyisakan SILPA

yang besar agar bisa memenuhi harapan masyarakat Kabupaten

Rembang.

Mengingat pentingnya PAD (pendapatan asti daerah) sebagai

"darah segar" datam pembangunan daerah serta merupakan

faktor datam menentukan kemampuan keuangan daerah, maka

Fraksi Karya Sejahtera mengusutkan hat-hat sbb

1. Dibentuk OPD (organisasi perangkat daerah) tersendiri

terpisah dari BPPKAD yang mengetota pendapatan asti

daerah, sebagai organisasi yang tebih efektif dan efisien

yang mengetota pendapatan daerah agar mampu

mewujudkan visi dan misi pendapatan daerah.

2. Menyusun SOP (standard operasional prosedur) datam.

pemungutan pajak

3. Penegakan Perda tentang Pajak dan Reribusi Daerah oteh

SATPOL PP tebih digatakkan



Demikian Pendapat Fraksi Karya Sejahtera, dan kami

menvetuiui Raperda APBD Kabupaten Rembang TA 2018 ini untuk

ditetapkan menjadi Perda APBD Kabupaten Rembang TA 2018.

Pangarsaning parepotan saha para rawuh sedaya.

Sakderengipun lengser saking mimbar menika, kepareng

ngaturaken piweting para sepuh mekaten, "Bener iku dadi rebutane

wong akeh, nanging carane nggayuh akeh kang disangkani saka

tumindak sing ora bener, rumangsone gelis kecandhak. Saupama

panggayuhe mau disangkani saka panggawe bener lan becik, kira-kira

mesthi dadi becik salawas-lawase, sanadyan suwe kecandhake".

Mbok bitih wonten atur ingkang mboten mranani ing seratan punika,

kawula nyuwun gunging samodra pangaksami. Mugi-mugi Gusti Attah

lngkang Maha Kuwaos tansah paring rohmah tan berkah ing ndalem

ngayahi damel ambangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang samya pinanggih - Wassalamu'alaikum wa

rohmatullohi wa barokatuh.

DPRD IGBUPATEN REMBANG
FRAKSI EJAHTEM

Sekretaris,ri*s)
a

JOKO SUPRIHADI, SH



PENGANTAR:

Berdasar Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomer:

430/0525 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penggunaan

Bahasa Jawa untuk Komunikasi Lisan di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah

Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, ydng isinya seturuh jajaran

SKPD Provinsi Jawa Tengah, Bupati/Watikota se-Jawa Tengah

serta pimpinan BUMD Provinsi Jawa Tengah bahwa setiap

hari Kamis supaya bertutur menggunakan bahasa Jawa.

Maka pada hari ini Kemis Wage, tanggat 11 Maul,ud 1951

(tahun Jawa) kami menyampaikan pemandangan fraksi

dalam bahasa Jawa. Namun hanya bagian pembuka dan

penutup saja yang kami sampaikan datam Bahasa Jawa,

sedang pada bagian inti kami menggunakan "cara mtayu"

atau Bahasa lndonesia agar semua katangan bisa

memahaminya.

Sumangga.



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT FRAKSI

TERHADAP

RANCANGAN PERATTIRAN DAERAH ]}NTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DAERAH

TAHUN ANrcARAN 2OI8

DibacakanOleh :ffil

Y*g Terhormat,

Pimpinan dan Anggora DpRD Kabupaten Rembang

Bupari dan Wakil Bupari Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekreraris DPRD, Staf Ahli Bupari, Asisten Sekda, Kepala

Dinas/Badan/KanrorlBagian/Instansi Verrikal se Kabuparen Remb*g.

Camat se Kabupaten Rembang

Kerua KPUD Kab. Rembang, Kerua ormas, parpol, LSM Kab. Rembang dan

hadirin yang berbahagia.



Ass alaamu' alaikum Wr. Wb'

syukur Alhamduliltah kita panjatkan kehadirat Allah swT atas limpahan

Rahmat serra Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan

pendapar Fraksi terhadap Raperda APBD T.A 2018 dalam keadaan sehat'

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Tahun 2018 dicanangkan sebagai tahun *Penguatan pembangunan potensi

ekonomi unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Kemandaian

Daerah,. Terkait dengan kebijakan tersebut, kami mengharapkan penjelasan

detil'tentang penjabaran dari kebrjakan tersebur, mengingat lancangan

kegiatan dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 tidak

tercantum anggaran kegiatan pengembangan sumber My^ manusia sebagai

faktor dominan dalam pengembangan ekonomi'

Kami mengharapkan penjelasan, apakah di tahun 2018 pemerintah kabupaten

Rembang akan melakukan rekruirmen PNS dan apakah sudah dicadangkan

pembiayaannya.



Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Supaya lebih optimal, dokumen-dokumen yang diburuhkan agar dapat

dipersiapkan lebih awal. Demikianlah pendapat fraksi dari Fraksi Harapan,

. semoga pembahasan Raperda APBD T.A 2018 ini dapat berjalan dengan baik

dan tidak lepas dari perunjrk Allah SWT Aamin.

B illahi t aufi qw al hiday ah.

Wassal aamu'alaiku m Warahmatutlahi Wabaraka tuh.

Rembang, 30 November 2017

FRAKSI HARAPAN

DPRD KAB. REMBANG

Kerua
i r. ::'
|,,

:.lr ,.

SUKARMAIN AHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BEI-ANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2A18
Tanggal, 30 November 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb-

Ketua DPRD KabuPaten Rembang ;

Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD

Kabupaten Rembang ;

Rekan-Rekan ForkoPimda Rembang ;

Para Asisten Sekda dan Kepala OPD se-

Kabupaten Rembang ;

Para Camat dan Hadirin sekalian yang

berbahagia.

Ykh.
Ykh.

Ykh.
Ykh.

Ykh.



Pada kesemnafan rrah,r !r^-L-r-^ -. 2

terrebih o"n':,:loilil'ilt#,ilT',oXji Tiji:,"Alhamdutittah kehadirat Arah swT, irirn yang
Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat danRidho-Nya, tJ1 Oanat menghadiri Rapat paripurna
terakhir DPRD, dalam rangt<a,,pembahasan
Raperda tentang Anggaran pendapatan danBelanja Daerah Kabipaten Rembang TahunAnggann 2019" daram keadaan sehat wara,fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,pada kesempatan yang baif ini i;int<aitah sayamenyampaikan ucapan terima kasih kepadapimpinan dan segenap anggota dewan yangterhormat atas ketepatan waktu daram penyusunan
RAPBD Kabupaten Rembang Tahun nnggaran2Afi.

Tujuan utama Rancangan APBD KabupatenRembang Tahun nnggaran 2O1g adatahMemperkuat sinergitas pemoangunan 
rnfrastrukturdan Konektifitas antar Wilayah untukPengembangan potensi w,ayah, serta pemenuhanLayanan pendidikan dan Kesehatan gunaPerwujudan pemerintahan yang Amanah.
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Secara berkelaniutan RAPBD ini mampu

meningkatkan petayanan publik yang berkualitas'

efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna

mewuiudkan pemerintahan yang cepat tanggap'

transparan, partisipatif dan berkeadilan'

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati'

AdaPun ringkasan RAPBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018

sebagai berikut : Pendapatan Daerah sebesar

Rp. 1.787.223.593'655,- (Safu titiun tuiuh ratus

detapan putui tuiuh milyar dua ratus dua puluh tiga

juta tima ratus sembilan puluh tiga ibu enam ratus

tima puluh tima rupiah)' Belanja Daerah sebesar

Rp.1.888.834.208'384,- (Satu tritiun detapan rafus

delapan putuh delapan milyar detapan ratus tiga

putuh empat iuta dua ratus delapan ibu tiga ratus

detapan putui empat rupiah)' defisit sebesar

Rp. 101.61 0-614.729,- (Seratus safu milyar enam

ratus sepuluh iuta enam ratus empat belas ibu

tujuhratusduaputuhsembilanrupiah)
dan ditutup dengan Pembiayaan sebesar

Rp. 101.61 0.614'729,- (Serafus safu milyar enam

ratus sepuluh iuta enam ratus empat belas ibu tuiuh
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ratus dua putuh sembitan rupiah) sehingga postur

RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran

2018 balance.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati'

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 yang

telah kita bahas dan setujui bersama semoga

mampumemenuhiharapansertacita-citaluhur
yang telah kita haraPkan bersama

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia

ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten

Rembang menyampaikan ucapan terima kasih

kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan

anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala

dukungan dan kerjasama yang baik selama ini'

Semoga amal i'badah saudara dan kita semua

mendapat imbalan pahala yang melimpah dari

Allah Subhanahu Wata'ala' Amin'

Demikian telah saya sampaikan Pendapat

AkhirRapatRancanganPeraturanDaerahtentang
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018' Dan

setanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah'
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa

memberikan bimbingan dan kemudahan dalam
membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.
Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 25 TAHUN 2Ol7

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KAE}UPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Membaca :

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

c.

Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2018.

bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaks€ulaan pembangunan di Kabupaten Rembang
diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu
menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dart
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2OL8 menjadi
Peraturan Daeratr;

bahwa unhrk maksud tersebut pada huruf b, perlu
persehrjuan Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten
Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.



5.

6.

7.

undang-undang Nomor 2s rahun 2ao4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangai
Negara;

8. undang-undang Nomor 17 Tahun zoor tentang Rencana
Jangka Panjang Nasional Tahun 2AOS-2A25;

9. undang-undang Nomor 2g rahun 2oog tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

10. undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan;

1 1. undang-undang Nomor 42 Tahun 2oL4 tentang
Perubahan Atas, undang-undang Nomor 12 rahun 2ol4
tentang MPR, DPR, DpD dan DpRD; :

12. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapl
kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan DaJrah ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pqiak Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2ool tentang
Retribusi Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubatr beberapa kali terakhir dengan pJraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2oor tentang perubahan
Ketiga atas Peraturan pemerintah Nomor 24-Tahun 2oo4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan
dan Anggota Dewan perwakilan Ra\yat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200s tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5s rahun 200s tentang
Dana Perimbangan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 2oos tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah;

1O Da-^t..'-^- tt^-^-:-a^l- I\T^- -- F6 m t



20. Peraturan Pemerintah Nomor 6s rahun 20os tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan
Minimal;

2t.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOG tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah;

22.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
Pengesahan, Pengundangan dan
Peraturan Perundang-undan gan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 7 Tahun
Standar Akuntansi Pemerintahan ;

2OO7 tentang
Penyebarluasan

2010 tentang

Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tatrun 20tl tentang
Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang
Hibah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintatr Nomor 11 Tahun 2Ai'J tentang
Manqjemen Pegawai Negeri Sipil;

28.

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturart Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah:



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

42.

43.

41.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Restribusi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OLT
tentang Penataan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
tentang Standart Pelayanan Minimal Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2OtT
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi
dan Daerah / Kota yang melaksanakan fungsi penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2Ol7
tentang Perubahuan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Terlib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggung ' Jawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahu n 2Ot7
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabuaten/ Kota;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang;

Peraturan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2Ol4 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten
Rembans Nomor 1 Tahun 2016 tentane Perubahan Kedua

44.



Memperhatikan:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA i

Menyetujui Rancangan peratura. Daerah l(abupatenRemba'g tenta.g Anggaran pendapat 
' d; B"Ianja DaerahKabupaten Remban-g Tatrun A"gg;;- zorc besertapembahan-perubahannya sebagaimila tersebut dalamIaporan Badan Anggaran untuk a-itetapr<an menjaai peraturarr

Daerah.

Menyerahkan proses- 
- selanjutnya sebagaimana diktumKESATU Keputusan ini kepadi eupati R"*ts;;.

Keputusan ini mulai berraku pada tanggal ditetapkan.

1' Iaporan Badan Angga-ran Dewan perwakilan RalcyatDaerah Kabupaten - 
Rembang tanggar 30 November2077.

2' Pendapat Fraksi-fraksi Dewan perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Rembang tanggal 30 November20t7.
3' Rapat Paripurna Dewan perwak,an Rarqyat DaerahKabupaten Rembang tanggal 30 NovemU"riOf Z.

UEUUTUSI(AIT :

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 November 20LT

AKILAN RAIryAT DAERAH

LMZ.

$)\ \q(h



BERITA ACARA

NoMoR: 9OO I ZO I ?OLT

PERSEIUWAN BERSAUA I(TPALA DAERAII DAIT
DE\IAIT PERITAIULI\N RAIffA:T DAERAII

KABI'PATEN RTMBAITG

TE1YTAITG

RANCANGAIT PERATT'RAN DAERAII I(ABI'PATEIT RTMBAITG
TEITTANG AI{GGARAIT PENDAPATAIT DAIT BELAIT.,A DATRAH

KABTIPATEIY REMBAITG TAIII'N AI(rcARAI{ 2018

Pada Hari ini f,;o;mls tanggat TY;gd P.tluh bulan Nopember l)ua Rtblt fuluh
Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ABDI'L IIAF'IDZ : Bupati Rembang, dalam hal ini
bertindak untuk dan Atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang yang beralamat di Jalan P.
Diponegoro No. 90 Rembang yang
selanjutnya disebut sebagai pihak
pertama.

: Ketua Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten Rembang .

3. Gt IIASIH : wakil Ketua Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

4. M' BIsRr cHoLIL LAQTTF r wakil Ketua Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

5. SUIUARSIH : Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas na.ma Dewan Perwakilan Ratcyat
Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIIIAII KEDUA.

2. MA,JID I(AMIL



(RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana

iertuang pada c"t"tat yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIIIAI( PERIAUA akan menyelesaikan pembahan dan
koreksi atas Ralcangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RApBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 selar:as dengan
penyesuaias aan pembahan sebagaimana tertuang pada catatan
ierlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah

tanggal ditandatangani Berita Acara ini-

4. pIIIA11 PBRTAUA akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa
Tengah untuk mend.apat pengesanan sela-nrbat-lambatnya 3 (tiga) hari
kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap Z ( dua ) unhrk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BI'PATI REUBAIIG

Rembang, 3O lllovomber 2Ol7

WAI{IL I(ETUA DPRD KABIIPATEIT
RF,TIBAITG

GIIITASIH

WAISL XETUA XABI'PATTIY

U. BISRI I,AQI'T

IIABI'PATTIT

Bit

P

W
;

,f"1Y/Jiu-I'rrt
:4\

w.)
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